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ABSTRAK 

 

 

LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI 

LUAR NEGERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG 

PERKAWINAN 

 

 

OLEH: 

SYAWALUDDIN NUR A. FAHMI 

NPM. 1702030075 

 

 

 

Dalam praktiknya di masyarakat, perkawinan beda agama sangat sulit untuk 

mendapatkan pengakuan hukum seperti perkawinan seagama. Namun, negara 

dalam hal ini pemerintah masih memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi mereka 

yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri. Hal ini menyebabkan 

banyak pasangan dari golongan menengah ke atas lebih memilih untuk 

melangsungkan perkawinan beda agama di negara yang melegalkan perkawinan 

antar pemeluk agama. Meskipun demikian, perkawinan beda agama yang 

dilakukan di luar negeri tersebut masih dipertanyakan mengenai keabsahannya 

dalam konteks hukum di Indonesia. 

Jenis penelitian ini ialah library research (studi kepustakaan) dan bersifat 

deskriptif kualitatif. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yakni sumber 

data primer dan sekunder. Data primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, 

dan skripsi yang berkaitan dengan hukum perkawinan beda agama. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan dan dianalisis dengan 

teknik deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak 

melegalkan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Hal tersebut 

dikarenakan aspek formal dan material sebagaimana ditentukan oleh Undang-

Undang Perkawinan tidak terpenuhi. Dasar hukumnya ialah Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini 

diperkuat juga dengan Pasal 16 AB yang menyatakan bahwa bagi warga negara 

Indonesia di manapun berada akan tunduk pada hukum Indonesia. Oleh sebab itu, 

perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dianggap sah menurut 

negara tempat dilakukannya perkawinan, namun tidak sah menurut hukum di 

Indonesia.  
 

Kata kunci: Perkawinan; Beda Agama; Luar Negeri; UU Perkawinan 
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MOTTO 

 

 

ةٍ  ركَِ شْ مُ نْ  مِ رٌ   ْ ي خَ ةٌ  نَ ؤْمِ مُ ةٌ  وَلَََمَ  ۚ نى  ؤْمِ  ُ ي  ٰ تَّى حَ تِ  ا ركَِ شْ مُ لْ ا وا  حُ كِ نْ  َ ت وَلََ 
نٌ  ؤْمِ مُ دٌ  بْ عَ وَلَ  ۚ وا  نُ ؤْمِ  ُ ي  ٰ تَّى حَ يَن  ركِِ شْ مُ لْ ا وا  حُ كِ نْ  ُ ت وَلََ   ۗ مْ  كُ تْ  َ ب جَ عْ أَ وْ  وَلَ

و  عُ دْ يَ  ُ للَّى وَا  ۖ رِ  نىا ل ا لََ  إِ ونَ   عُ دْ يَ كَ  ئِ ولَٰ أُ  ۗ مْ  كُ بَ جَ عْ أَ وْ  وَلَ رِكٍ  شْ مُ نْ  مِ رٌ   ْ ي خَ
رُونَ  ذَكى تَ  َ ي مْ  لىهُ عَ لَ سِ  نىا ل لِ هِ  تِ يََ آ  ُ ينِّ  َ ب  ُ وَي  ۖ هِ  نِ بِِِذْ رَةِ  فِ غْ مَ لْ وَا لَْْنىةِ  ا لََ   إِ

 
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, 

walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 

musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 

Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) 

kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 

 (Q.S Al-Baqarah: 221). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuhan jmenciptakan jmanusia jlebih jtinggi jderajatnya jdibanding jmakhluk 

jlain. jKarena jmanusia jmakhluk jsosial j(zoon jpoliticon) jsebagaimana 

jdikemukakan joleh jfilosof jYunani, jyakni jAristoteles, jyang jselalu jberinteraksi 

jdengan jmanusia jlain juntuk jmemenuhi jkebutuhan jhidupnya. jTuhan 

jmenciptakan jmanusia jyang jberlainan jjenis jagar jdapat jmelakukan jperkawinan. 

jDari jperkawinan jitulah jdihasilkan jketurunan-keturunan jyang jdapat jmenjadi 

jgenerasi jpenerus jtempat jberlindung jdi jhari jtua.
1
 

Perkawinan jmenjadi jperantara jyang jsah jbagi jlaki-laki jdan jperempuan 

juntuk jmelakukan jhubungan jdan jmenghasilkan jketurunan. jUndang-Undang 

jDasar j1945, jsebagaimana jdiatur jdalam jPasal j28 jB jmemberikan jhak jkepada 

jsetiap jorang juntuk jmembentuk jkeluarga jdan jmelanjutkan jketurunan jmelalui 

jperkawinan jyang jsah. jBerangkat jdari jPasal jtersebut, jPemerintah jkemudian 

jmenetapkan jUndang-undang jNo. j1 jTahun j1974 jtentang jPerkawinan jyang 

jmenjadi jpegangan jdan jberlaku jbagi jberbagai jgolongan jmasyarakat jIndonesia. 

Masyarakat  yang  pluralistik  seperti  di  Indonesia,  sangat  mungkin  

terjadi  perkawinan di antara dua orang pemeluk agama yang berlainan. 

Beberapa di antara mereka yang mempunyai kelimpahan materi  mungkin  

tidak  terlampau  pusing karena  bisa  menikah  di negara   lain.   Namun bagi 

                                                           
1
 Ermasyanti, ―Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum 

Islam,‖ Pranata Hukum 6, no. 2 (2013): 197. 
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masyarakat yang   kondisi   ekonominya   serba   pas-pasan, tentu   ini 

menimbulkan suatu masalah hukum. 

Setidaknya bagi masyarakat Indonesia ada  dua  cara  dalam  

menyikapi  legalitas  perkawinan  beda  agama  ini: Pertama, salah satu  

pihak  dapat  melakukan  perpindahan agama. Setelah perkawinan  

berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-

masing. 

Kedua, berdasarkan   Putusan   MA No.1400   K/Pdt/1986   Kantor   

Catatan Sipil (KCS) diperkenankan  untuk   melangsungkan  perkawinan  

beda  agama. Kasus  ini  bermula  dari perkawinan  yang  hendak  dicatatkan  

oleh Lidya  Kandau (perempuan/Kristen)  dengan  Jamal Mirdad  (laki-

laki/Islam). Dalam  putusannya  MA  menyatakan  bahwa  dengan  pengajuan 

pencatatan  perkawinan  di  KCS  Jamal  Mirdad  maka  telah  tidak  

menghiraukan  peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya 

harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya   tidak   

dilangsungkan   menurut   agama   Islam. 

Dengan   demikian,   mereka berstatus tidak beragama Islam, maka 

Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut. Secara a 

contrario maka   Kantor Urusan Agama   wajib   melangsungkan   

perkawinannya, karena perempuan yang  beragama  Nasrani  tidak  lagi   

menghiraukan statusnya  yang  beragama Nasrani. Oleh karena itu melakukan 

penundukkan hukum secara jelas kepada seluruh hukum Islam yang terkait 

dengan perkawinan. Dengan  demikian,  dari  semula  pasangan  yang  

berbeda  agama  tidak  perlu  melakukan penyelundupan    hukum    dengan    
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mengganti    agama    untuk    sementara,    namun    bisa melangsungkan 

perkawinan tanpa berpindah agama.
2
 

Dalam praktiknya di masyarakat, perkawinan beda agama memang 

sulit untuk mendapatkan pengakuan hukum seperti perkawinan seagama. 

Namun, negara dalam hal ini pemerintah masih memfasilitasi pencatatan 

perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar 

negeri. Oleh karena itu banyak pasangan dari golongan menengah ke atas 

lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan beda agama mereka di luar 

wilayah negara Indonesia yang di negera tersebut membolehkan dan 

melegalkan perkawinan antar pemeluk agama.
3
 

Meskipun jdemikian, jperkawinan jbeda jagama jyang jdilakukan jdi jluar 

jnegeri jtersebut jmasih jdipertanyakan jmengenai jkeabsahannya. jTerutama jdalam 

jkonteks jhukum jdi jIndonesia. jOleh jsebab jitu, jdalam jtulisan jini jPenulis jakan 

jmembahas jtentang jregulasi jperkawinan jbeda jagama jdi jIndonesia. jSelain jitu 

jPenulis jjuga jakan jmelakukan jkomparasi jdengan jregulasi jyang jada jdi jluar 

jnegeri. jMaka joleh jsebab jitu jpeneliti jmerumuskan jjudul jpenelitian jyaitu j: 

j―Legalitas jPerkawinan jBeda jAgama jYang jDilakukan jDi jLuar jNegeri jMenurut 

jUU jNo.1 jTahun j1974 jTentang jPerkawinan‖. 

 

B. Rumusan jMasalah 

Melihat jdari jlatar jbelakang jmasalah jyang jsudah jdijelaskan, jmaka 

jpeneliti jmenyusun jpertanyaan jpenelitian, jsebagai jberikut j: 

                                                           
2
 Nur Asiah, ―Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang 

Perkawinan Dan Hukum Islam,‖ Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, no. 2 (December 2015): 

212. 
3
 Muhamad Aji Purwanto, ―Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar 

Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum 

Islam)‖ (Skripsi, Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), 81. 
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1. Bagaimana jlegalitas jperkawinan jbeda jagama jyang jdilakukan jdi jluar jnegeri 

jmenurut UU jNo.1 jTahun j1974 jTentang jPerkawinan? 

2. Bagaimana jkedudukan jperkawinan jbeda jagama jyang jdilakukan jdi jluar 

jnegeri? 

 

C. Tujauan jDan jManfaat jPenelitian 

1. Tujuan jPenelitian 

Berdasarkan jrumusan jmasalah jdiatas jdapat jdiambil jsebuah jtujuan 

jdalam jpenelitian jsebagai jberikut j: 

a. Untuk mengetahui jlegalitas jperkawinan jbeda jagama jyang jdilakukan jdi 

jluar jnegeri jmenurut UU jNo.1 jTahun j1974 jTentang jPerkawinan. 

b. Untuk jMengetahui jkedudukan jperkawinan jbeda jagama jyang jdilakukan jdi 

jluar jnegeri. 

2. jManfaat jPenelitian 

Atas jdasar jpenulisan jtujuan jpenelitian jdi jatas, jmaka jdapat jdiambil 

jsuatu jmanfaat jdidalam jpenelitian jyaitu jsebagai jberikut j: 

a. Secara jTeoritis 

Secara jteoritis jpeneilitian jini jmemiliki jmanfaat japat jmemberikan 

jkontribusi jkajian jkeilmuan jdalam jbidang jperaturan jperundang-

undangan jdi jIndonesia jserta jdalam jbidang jhukum jkeluarga j(Al jAhwal jal 

jSyakhshiyyah), jkhususnya jyang jberkaitan jdengan jhukum jperkawinan 

jbeda jagama. 

b. Secara jPraktis 

Secara jpraktis jpenelitian jini jbermanfaat juntuk jdapat 

jdipergunakan jsebagai jbahan jpertimbangan juntuk jditerapkan jdalam 
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jpengambilan jkebijakan jdan jpelaksanaan jhukum jperkawinan, jterutama 

jdalam jhal jpengaturan jperkawinan jbeda jagama jdi jIndonesia. 

 

D. Penelitian jRelevan j 

Penelitian jrelevan jadalah jpenyampaian jhasil jdari jbeberapa jpenelitian 

jterdahulu, jdengan jmenampilkan jpenelitian jberbeda jdengan jpenelitian jdidapati 

jdalam jpenelitian jtelah jpeneliti jlakukan.
4

 jAdapun jbeberapa jpenelitian jliteratur 

jyang jmembahas jmasalah jini jantara jlain jsebagai jberikut: 

1. Skripsi jdari jMuhamad jAji jPurwanto, jdengan jjudul j: j―Legalitas jPernikahan 

jBeda jAgama jyang jDilakukan jdi jLuar jNegeri j(Tinjauan jYuridis jUU jNo. j1 

jTahun j1974 jTentang jPerkawinan jdan jKompilasi jHukum jIslam)‖.
5

 jSkripsi 

jtersebut jberisikan jtentang jfenomena jperkawinan jantara jdua jorang jyang 

jberbeda jagama jyang jdilakukan jdi jluar jnegeri jyang jdilakukan joleh jwarga 

jIndonesia jsehingga jmengakibatkan jsulit jdicatatkan jakibat jadanya 

jpenafsiran jketentuan jtentang jperkawinan jyang jsah jharus jdilaksanakan 

jsesuai jagama jdan jkepercayaan jmasing-masing. jSerta jmelihat jpula jpada 

jlegalitas jhukum jperkawinan jbeda jagama jyang jdilakukan jdi jluar jnegeri 

jditinjau jdari jUU jNo.1 jtahun j1974 jtentang jPerkawinan. 

 Namun jterdapat jbeberapa jperbedaan jpenelitian jdengan jyang jakan 

jdilakukan joleh jpeneliti jyaitu jterletak jpada objek kajian. Objek penelitian 

di atas ialah UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, 

                                                           
 

4
. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian `Kualitatif, (Yogyakarta: Grafika Utama), 

h.32. 

 
5
. Muhamad Aji Purwanto, ―Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar 

Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum 

Islam)‖. Fakultas Syari‘ah Dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 

2017. h.8. 
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objek kajian dalam penelitian ini adalah difokuskan pada UU Perkawinan 

dan menganalisis keberlakuannya menggunakan teori hukum perdata 

internasional. 

2. Skripsi jdari jMoh. jSyamsul jMuarif, jdengan jjudul j: j―Legalitas jPerkawinan 

jBeda jAgama jDalam jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974 jTentang 

jPerkawinan jDan jUndang-Undang jNomor j23 jTahun j2006 jTentang 

Administrasi Kependudukan‖.
6

 jSkripsi jtersebut jberisikan jtentang jadanya 

jkekosongan jhukum, jdikarenakan jketidaktegasan jdi jdalam jpengaturan 

jhokum jterhadap jperkawinan jbeda jagama jyang jdibuat jdalam jUU jNomor j1 

jTahun j1974 jtentang jPerkawinan, jHal jitu jmembuka jkemungkinan 

jpengakuan jterhadap jperkawinan jbeda jagama jsecara jhukum. jNamun jadanya 

jaturan jbaru jtentang jperkawinan jbeda jagama jyang jsama-sama jmemiliki 

jkedudukan jsetingkat jdalam jperundang-undangan jmengakibatkan 

jterjadinya jpertentangan jnorma. 

 Namun jterdapat jbeberapa jperbedaan jpenelitian jdengan jyang jakan 

jdilakukan joleh jpeneliti jyaitu jterletak jpada jpenggunaan jobyek jhukum jyaitu 

jdengan jmenggunakan jUndang-Undang jNomor j23 jtahun j2006 jbersama 

jdengan jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974. jDalam jhal jini jyang jmenjadi 

jfokus jPeneliti jialah jmelakukan janalisa jhukum jperkawinan jbeda jagama 

jyang jdilakukan jdi jluar jnegeri. jSecara joperasional jPeneliti jjuga jakan 

jmelakukan jpeninjauan terhadap hukum perdata internasional untuk 

                                                           
 

6
. Moh. Syamsul Muarif, ―Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Perkawinan‖. Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 2015. h.8. 
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menganalisis keberlakuan hukum perkawinan beda agama dalam jUU 

jPerkawinan. 

3. j Skripsi jdari jCindy jSilvy jForesty, jdengan jjudul j: j―Problem jPerlindungan 

jHukum jTerhadap jPerkawinan jBeda jAgama jDi jIndonesia j(Analisis 

jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974 jTentang jPerkawinan, jUndang-

Undang jNomor j39 jTahun j1999 jTentang jHak jAsasi jManusia, jdan jHukum 

jIslam)‖.
7

 jSkripsi jtersebut jberisikan jtentang jKonsep jperkawinan jbeda 

jagama jmenurut jhukum jIslam, jfilosofi jperkawinan jbeda jagama jmenurut 

jUndang-undang jNomor j1 jTahun j1974 jTentang jPerkawinan, jDan 

jPerlindungan jhukum jperkawinan jbeda jagama jbagi jpemeluknya jsudah 

jtercover jdalam jyurisprudensi j(salah jsatu jcontohnya jPenetapan jNomor 

j04/Pdt.P/2014/PN.MGL) jdan jlainnya jyang jtelah jbanyak jmelahirkan 

jlegalitas jperkawinan jbeda jagama. 

  JTerdapat beberapa jperbedaan jpenelitian teresebut jdengan penelitian 

jyang jakan jdilakukan joleh jpeneliti jyaitu jterletak jpada jpenggunaan jkajian 

jdasar jhukum jyang jmengacu jpada jUndang-Undang jNomor j39 jTahun j1999 

jTentang jHak jAsasi jManusia, jdan jHukum jIslam. jSerta jmelihat jfilosofi jyang 

jbersumber jdari jnilai-nilai jPancasila jsebagaimana jterdapat jdalam 

jPreambule jUUD jdan jtermaktub jdi jdalam jhukum jagama jmasing-masing. 

Sementara itu, Peneliti melakukan analisis hukum perkawinan beda 

agama yang dilakukan di luar negeri menurut UU Perkawinan. 

                                                           
 

7
. Cindy Silvy Foresty, ―Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda 

Agama Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam)‖. 

Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember. 2015. h.8. 
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Dari juraian jdiatas jdapat jdiketahui jbahwa jrelevansi jpenelitian 

jtersebut jdengan jpenelitian jini jyaitu jmembahas jtentang jlegalitas jpekawinan 

jbeda jagama jsedangkan jperbedaannya jterletak jpada jmetode jpenelitian jdan jcara 

jpenganalisaan jpeneliti jterhadap jkajian jpada jpembahasan jini. 
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BAB jII 

LANDASAN jTEORI 

 

A. Perkawinan jBeda jAgama 

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama 

Secara jepistemologi, jperkawinan jbeda jagama jmerupakan jsuatu 

jistilah jyang jterdiri jdari jtiga jkata jtyakni jt―perkawinan‖, jt―beda‖, jtdan jt―agama‖. 

jtSebelum jtmenguraikan jtpengertian jtkontekstual jtdari jtistilah jttersebut, jtpenulis 

jtakan jtmenjabarkan jtarti jtdari jtketiga jtkata jttersebut. jtKata jt―Perkawinan‖ 

jt(pernikahan) jtdalam jtkajian jtliteratur jthukum jtIslam jtberasal jtdari jtbahasa jtarab 

yang jtdibentuk jtdari jtkata jt―nikah” jtdan jt―zawaj”, jtpada jtmakna jtdari jtkata 

jttersebut jtsering jtdipergunakan jtdalam jtkeseharian jtoleh jtmasyarakat jtarab jtdan 

jtjuga jtliteraturnya jtbanyak jtkita jttemukan jtpada jtAl-Qur‘an jtdan jtSunnah jtNabi.
1
 

Perkawinan jtatau jtPernikahan jtpada jtintinya jtdimaknai jtsebagai jtakad 

jtyang jttelah jtdiatur jtoleh jtagama jtuntuk jtmemberikan jtkesempatan jtbagi jtseorang 

jtpria jtdan jtseroang jtwanita jtagar jtbisa jtberhubungan jtdalam jtbentuk jtmenikmati 

jtfaraj jtdan jtseluruh jttubuh jtwanita jtitu jtserta jtdengan jttujuan jtmembentuk 

jtkeluarga.
2
 

Pengertian jtperkawinan jtjuga jtdapat jtditemukan jtdi jtbeberapa jtperaturan 

jtperundang-undangan jtdi jtIndonesia. jtSalah jtsatunya jtyakni jtdalam jtPasal jt2 

jtUndang-Undang jtNomor jt1 jtTahun jt1974 jtyang jtmendefinisikan jtperkawinan 

jtsebagai jtikatan jtlahir jtbatin jtantara jtseorang jtpria jtdan jtseorang jtwanita jtsebagai 

                                                           
1
 Jamaluddin and Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 

2016), 16. 
2
 Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, ―Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam,‖ YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2016): 288. 
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jtsuami jtistri jtdengan jttujuan jtmembentuk jtkeluarga jtatau jtrumah jttangga jtyang 

jtbahagia jtdan jtkekal jtberdasarkan jtKetuhanan jtYang jtMaha jtEsa. 

Sementara jtitu, jtkata jt―beda‖ jtdalam jtKamus jtBesar jtBahasa jtIndonesia 

jtmemiliki jtbeberapa jtmakna, jtyakni: jtsesuatu jtyang jtmenjadikan jtberlainan 

jt(tidak jtsama) jtantara jtbenda jtyang jtsatu jtdan jtbenda jtyang jtlain; jtketidaksamaan; 

jtselisih; jtdan jtpautan.
3

 jtSedangkan jtdefinisi jtdari jtagama jtyakni jtsuatu jtsistem 

jtkepercayaan jtkepada jtTuhan jtyang jtdianut jtoleh jtsekelompok jtmanusia jtdengan 

jtselalu jtmengadakan jtinteraksi jtdengan-Nya. jtPokok jtpersoalan jtyang jtdibahas 

jtdalam jtagama jtadalah jteksistensi jtTuhan.
4
 

Dari jtpengertian jtkedua jtkata jttersebut, jtmaka jtdapat jtistilah jt―beda 

jtagama‖ jtdiartikan jtsebagai jtkondisi jtdi jtmana jtantara jtseseorang jtdengan jtorang 

jtlainnya jtmemiliki jtperbedaan jtdari jtsegi jtkepercayaannya jtkepada jtTuhan. 

jtSehingga jtterdapat jtperbedaan jtpandangan jtantara jtmereka jtmengenai 

jteksistensi jtdan jthubungan jtmanusia jtdengan jtTuhannya. 

Berdasarkan jturaian jtdi jtatas, jtperkawinan jtbeda jtagama jtadalah jtsebuah 

jtikatan jtpernikahan jtyang jtdilaksanakan jtseorang jtlaki-laki jtdan jtseorang 

jtwanita/perempuan jtyang jtsecara jtkeyakinan jtmemiliki jtperbedaan, jtnamun 

jtatas jtdasar jtcinta jtyang jtterdapat jtoleh jtkedua jtpasangan jttersebut, jtsehingga 

jtmereka jtsepakat jtuntuk jtbersama jtmenjalin jtbahtera jtrumah jttangga.
5

 

jtPelaksanaan jtperkawinan jtseperti jtini jtbanyak jtterjadi jtkhususnya jtdi jtIndonesia 

jtterutama jtbagi jtbeberapa jtpublik jtfigur jtyang jtbanyak jtkita jtlihat jtdiberbagai 

jtmedia. 

                                                           
3
 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/beda 

4
 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama (Wisata Pemikiram Dan Kepercayaan Manusia) 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 2. 
5
 Islamiyati, ―Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia,‖ 

Masalah-Masalah Hukum 16, no. 2 (2016): 243. 
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2. Negara-negara yang Melegalkan Perkawinan Beda Agama 

a. Singapura  

Meskipun Singapura menghormati ajaran agama namun 

pemisahan aturan tersebut tidak dapat mencegah wanita Muslim untuk 

menikah beda agama, karena wanita Muslim yang hendak menikah 

beda agama akan tunduk pada Women’s Charter dan tidak disyaratkan 

untuk mendapat izin dari orang tua, tidak seperti di Indonesia. 

Bagi orang-orang Muslim yang ingin melangsungkan 

perkawinannya dapat mengajukan permohonan ke suatu lembaga yang 

disebut Registry of Muslim Marriage (ROMM), persyaratan yang 

ditentukan tidak lepas dari ketentuan hukum Islam. Sementara bagi 

orang-orang non-Muslim yang ingin mengesahkan perkawinannya 

dengan pasangannya yang non-Muslim juga ataupun seorang Muslim 

maka dapat mengajukan permohonan ke Registry of Marriage (ROM).  

Pembagian administratif ini memudahkan proses pengesahan 

perkawinan dengan berbagai ketentuan agama dan lintas agama. Sistem 

hukum ini menjadikan ‗nilai jual‘ tersendiri bagi negara Singapura. 

Masyarakat di Singapura tidak terlalu mempermasalahkan masyarakat 

satu sama lainnya yang melakukan perkawinan beda agama. Hal ini 

dapat dimungkinkan karena tingkat kemajuan suatu negara juga 

berpengaruh terhadap individualisme masyarakatnya. 

Singapura dengan Moslem Law Act-nya memberikan kebebasan 

bagi pasangan Muslim untuk mengatur umatnya dengan hukum yang 

terpisah. Sedangkan bagi umat Muslim lainnya yang ingin 
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mengesahkan perkawinannya dengan non-Muslim dapat ditampung 

kedalam aturan yang sama dengan lainnya. Urusan keagamaan 

merupakan urusan pribadi tiap individu, namun jika berkaitan dengan 

pribadi lainnya maka haruslah diatur dengan undang-undang agar tidak 

semrawut.
6
 

b. Inggris 

Perkawinan di Inggris yang menganut sistem hukum common 

law, tidak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak yang 

akan melangsungkan perkawinan. Pada awalnya, hukum perkawinan 

yang menggunakan hukum gereja, terutama di Inggris yang hanya 

dimonopoli oleh Gereja Inggris, telah menuai banyak protes dari 

kelompok aliran lainnya. Sehingga, perkawinan dianggap tidak sekedar 

urusan keagamaan melainkan urusan public. 

Dengan adanya perkawinan gereja atau perkawinan secara agama, 

perbedaan agama akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan 

perkawinan. Hal ini dapat disebabkan oleh lembaga baptis yang harus 

berlaku. Dengan kata lain, perkawinan di gereja hanya diperuntukkan 

bagi orang yang telah dibaptis sebagai Kristen. Namun, dalam 

perkembangannya, perkawinan bergeser menjadi perkawinan sipil. 

Perkawinan bukan sekedar urusan agama. Sehingga, dengan cara 

ini, agama apapun yang dianut para pihak tidak dihiraukan lagi. Orang 

yang beragama ataupun tidak beragama, dapat melaksanakan 

                                                           
6
 Etty Puspa Rahayu, ―Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan 

Antara Indonesia Dengan Singapura)‖ (Skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2013), 49. 
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perkawinan sipil, dan dapat dicacatkan secara asah dengan memenuhi 

prosedur yang telah ditetapkan. 
7
 

c. Kanada  

Hukum perkawinan di Canada, tidak menjadikan persamaan 

agama sebagai sarat sah perkawinan. Sehingga, perkawinan beda agama 

bukan menjadi penghalang. Sahnya perkawinan di Canada adalah: 

a. berbeda jenis kelamin 

b. memiliki kemampuan seksual 

c. tidak ada hubungan pertalian darah atau keturunan 

d. tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya 

e. adanya perjanjian.
8
 

 

B. Perkawinan jtBeda jtAgama jtdalam jtPerspektif jtUndang-Undang jtNomor jt1 

jtTahun jt1974 jttentang jtPerkawinan 

1. Legalitas Perkawinan di Indonesia 

Perkawinan jbertujuan jmenciptakan jkehidupan jkeluarga jyang 

jbahagia, jkekal jdan jmendapatkan jketurunan jyang jdidasarkan jpada jketentuan 

jTuhan jYang jMaha jEsa.Agar jdapat jmempertahankan jhak jdan jkewajiban 

jsesuai jperaturan jperundang-undangan jyang jberlaku, jlegalitasnya jperlu 

jdiperhatikan. jBukan jberarti jjika jsuatu jperkawinan jyang jhanya 

jdilangsungkan jberdasarkan jhukum jagama jmenjadi jtidak jsah.Perkawinan jini 

jtetap jsah jsecara jagama, jnamun jsecara jhukum jdianggap jtidak jterjadi. 

                                                           
7
 Abd. Rozak A. Sastra, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama 

(Perbandingan Beberapa Negara) (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), 40–43. 
8
 Sastra, 43. 
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jKonsekuensinya, jseluruh jhak jdan jkewajiban jyang jdiatur joleh jhukum, jtidak 

jberlaku juntuk jkeluarga jini.
9
 

Supaya jsah jdan jdiaggap jtelah jterjadi jsecara jhukum, jsuatu 

jperkawinan jharus jdidaftarkan jkepada jPegawai jPencatat jPerkawinan 

jsebagaimana jyang jtelah jdiamanahkan joleh jHukum jPositif. jBagi jyang 

jberagama jIslam jdilakukan joleh jKantor jUrusan jAgama, jsedangkan jterhadap 

jmereka jyang jmelangsungkan jperkawinan jberdasarkan jagama jmaupun 

jkepercayaan jlain j(Katolik, jProtestan, jHindu, jBudha, jKonghucu jdan 

jpenghayat jkepercayaan jterhadap jTuhan jYang jMaha jEsa) jdilakukan joleh 

jPejabat jPencatatan jSipil jpada jKantor jDinas jKependudukan jdan jPencatatan 

jSipil jsebagaimana jdiatur joleh jPasal j2 jayat j(2) jUndang-undang jNomor j1 

jTahun j1974 jtentang jPerkawinan jjuncto jPasal j2 jayat j(1) jdan jayat j(2) 

jPeraturan jPemerintah jNomor j9 jTahun j1975 jtentang jPelaksanaan jUndang-

undang jNomor j1 jTahun j1974 jtentang jPerkawinan.
10

 

Wewenang jKantor jUrusan jAgama juntuk jmencatat jperkawinan joleh 

jorang-orang jyang jBergama jIslam jmemang jtidak jdiatur jsecara jtegas jdi jdalam 

jPasal j2 jayat j(1) jPeraturan jPemerintah jNomor j9 jTahun j1975 jtentang 

jPelaksanaan jUndang-undang jNomor j1 jTahun j1974 jtentang jPerkawinan, 

jkarena jhanya jmenyatakan jpencatatan jdilakukan joleh jPegawai jPencatat 

jseperti jyang jdimaksud jUndang-undang jNomor j32 jTahun j1954 jtentang 

jPencatatan jNikah, jTalak jdan jRujuk. j 

Pada jintinya jmenegaskan jpencatatan jperkawinan jdilakukan joleh 

jpegawai jyang jditunjuk jMenteri jAgama. jDalam jhal jini jyang jdiangkat jatau 

                                                           
 

9
. Albert Tanjung, Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama 

Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio A Contrario. journal.unas.ac.id. 49-64. h.53. 

 
10

. Ibid,h.54. 
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jditunjuk joleh jMenteri jAgama jadalah jKantor jUrusan jAgama. jUndang-

undang jNomor j24 jTahun j2013 jtentang jPerubahan jAtas jUndang-Undang 

jNomor j23 jTahun j2006 jtentang jAdministrasi jKependudukanmengatur jhal-

hal jyang jberhubungan jdengan jpencatatan jperkawinan jbagi jpasangan jyang 

melangsung jperkawinan jmenurut jagama jdan jkepercayaan jselain jIslam, 

sebagaimana jyang jdimaksud joleh jPasal j2 jayat j(1) jjuncto jPasal j2 jayat j(2) 

Peraturan jPemerintah jNomor j9 jTahun j1975 jtentang jPelaksanaan jUndang-

undang jNomor j1 jTahun j1974 jtentang jPerkawinan. jAgama jdan jkepercayaan 

jyang jdimaksud jadalah jKatolik, jProtestan, jHindu, jBudha jdan jpenghayat 

jkepercayaan.
11

 

Wewenang jdemikian jdimiliki joleh jmelalui jPejabat jPencatatan jSipil 

jpada jDinas jKependudukan jdan jPencatatan jSipil jyang jsesuai jdengan 

jpekawinan jdilangsungkan. jSelain jberguna jsebagai jlegalitas jatas jterjadinya 

jperkawinan, jpencatatan jjuga jbertujuan juntuk jmemenuhi jasas jpublisitas, 

jsehingga jsemua jorang jmengetahui jdan jmengakui jperkawinan jitu.Pencatatan 

jdilakukan jpada jRegister jAkta jPerkawinan jdan jKutipan jAkta jPerkawinan 

jtersebut jdiberikan jkepada jsuami jdan jisteri jdalam jbentuk jBuku j(Buku 

jPencatatan jPerkawinan). j 

Sejak jtanggal j27 jAgustus j2018 jberdasarkan jketentuan jPasal j18 jayat 

j(1) jPeraturan jMenteri jAgama jNomor j19 jTahun j2018 jmemperoleh jBuku 

jPencatatan jPerkawinan jdan jKartu jPerkawinan. jKartu jPerkawinan jadalah 

jbuku jpencatatan jperkawinan jyang jberbentuk jkartu jelektronik, jsehingga 

jlebih jmudah juntuk jdibawa jseperti jkartu-kartu jlainnya. jBuku jmaupun jKartu 

                                                           
 

11
. Herman M. Karim. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam 

Prespektif Cita Hukum Pancasila. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.2. 185-209. h.193. 
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jini jsebagai jbukti jbahwa jpasangan jyang jidentitasnya jtertera jtersebut jtelah jsah 

jsebagai jpasangan jsuami jisteri jberdasarkan jagama jdan jkepercayaannya 

jmasing-masing. 

2. Pasal jttentang jtPerkawinan jtBeda jtAgama jtdalam jtUndang-Undang 

jtPerkawinan 

Pemerintah jtdengan jtsegala jtdaya jtupaya jttelah jtberhasil jtmenyusun 

jtUndang-Undang jtNomor jt1 jtTahun jt1974 jttentang jtPerkawinan jtyang jtdapat 

jtmenampung jtdan jtmemenuhi jtkebutuhan jtmasyarakat jtdengan jtmelihat jtdari 

jtsegala jtperbedaan jthukum jtadat jtistiadat, jthukum jtagama jtmaupun 

jtkepercayaan jtyang jtdianut. jtSebelum jtdiberlakukannya jtUndang-Undang 

jtNomor jt1 jtTahun jt1974 jttentang jtPerkawinan, jtperaturan jtperundang-

undangan jtyang jtada jttidak jtmemperhatikan jtunsur jtperbedaan jtagama, jtasal-

usul jtpara jtpihak jtyang jtakan jtmelangsungkan jtperkawinan jtsehingga jtstatus 

jtperkawinan jtantara jtorang-orang jtyang jtagamanya jtberbeda jttidak jtmenjadi 

jtpersoalan. 

Perkawinan jtsebagai jtsalah jtsatu jtperjanjian jtyang jtmerupakan 

jtperbuatan jthukum jtdan jtmempunyai jtakibat jthukum. jtAdanya jtakibat jthukum 

jtpenting jtsekali jthubungannya jtdengan jtsah jttidaknya jtperbuatan jthukum jtitu. 

jtDalam jtPasal jt2 jtUndang-Undang jtPerkawinan jtdisebutkan jtsyarat jtsahnya 

jtperkawinan, jtyaitu: jt(1) jtPerkawinan jtadalah jtsah, jtapabila jtdilakukan 

jtmenurut jthukum jtmasing-masing jtagamanya jtdan jtkepercayaannya jtitu; jt(2) 

jtTiap-tiap jtperkawinan jtdicatat jtmenurut jtperaturan jtperundang-undangan 

jtyang jtberlaku. 
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Dalam jtPasal jtini jtterdapat jtpenegasan jtbahwa jtperkawinan, jtbaru 

jtdapat jtdikategorikan jtsebagai jtperbuatan jthukum jtyang jtsah jtapabila 

jtdilakukan jtmenurut jtketentuan jtagama jtdan jtkepercayaan jtmasing-masing, 

jtsebagaimana jtdalam jtpenjelasan jtPasal jt2 jtUndang-Undang jtPerkawinan 

jtbahwa jttidak jtada jtperkawinan jtdi jtluar jthukum jtmasing-masing jtagama jtdan 

jtkepercayan jtitu. jtHal jtini, jtsesuai jtdengan jtPasal jt29 jtUUD jt1945: jt(1) jtNegara 

jtberdsarkan jtKetuhanan jtYang jtMaha jtEsa; jt(2) jtNegara jtmenjamin 

jtkemerdekaan jttiap-tiap jtpenduduk jtuntuk jtmemeluk jtagamanya jtmasing-

masing jtdan jtuntuk jtberibadah jtmenurut jtagamanya jtdan jtkepercayaannya jtitu. 

Menurut jtRahmadi jtUsman, jtPasal jt2 jtayat jt(1) jtUndang-Undang 

jtPerkawinan jtsecara jtlangsung jtmenegaskan jtadanya jtasas jtperkawinan 

jtmenurut jtagama jtdan jtkepercayaan jtagamanya. jtArtinya, jtperkawinan jtakan 

jtdianggap jtsah jtbilamana jtperkawinan jtitu jtdilakukan jtmenurut jtagama jtyang 

jtdianut jtoleh jtcalon jtmempelai. jtPrinsip jtmengedepankan jtkeseimbangan 

jtagama jtsebagai jtdasar jtuntuk jtmelakukan jtperkawinan. jtKedua jtmempelai 

jtharus jtyang jtseagama, jtkecuali jthukum jtagamanya jtitu jtmenentukan jtlain.
12

 

Namun jtdemikian, jtmenurut jtMuhammad jtAdiguna jtBimasakti, 

jtUndang-Undang jtPerkawinan jttidak jtdapat jtdijadikan jtsecara jtmutlak jtuntuk 

jtmenentukan jtkeabsahan jtperkawinan jtbeda jtagama. jtHal jtini jtdikarenakan 

jtHukum jtPerkawinan jtdi jtIndonesia jtsaat jtini jtmenganut jtprinsip jthukum 

jtbahwa jtHukum jtPositif jtNegara jt(UU jtPerkawinan) jtmenyerahkan 

jtkeabsahan jtsuatu jtperkawinan jtyang jtdilakukan jtoleh jtsetiap jtorang jtkepada 

jtHukum jtagamanya jtmasing-masing. jtHal jtini jtsebagaimana jtdiatur jtdalam 
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jtPasal jt2 jtayat jt(1) jtUndang-Undang jtNo. jt1 jtTahun jt1974 jtsebagai jtberikut: 

jt―Perkawinan jtadalah jtsah, jtapabila jtdilakukan jtmenurut jthukum jtmasing-

masing jtagamanya jtdan jtkepercayaannya jtitu.‖ jtHal jtini jtberarti jtPasal jt2 jtayat 

jt(1) jtUU jtPerkawinan jtadalah jtsebuah jt―Blanconorm‖ jtatau jtKaidah jtKosong. 

jtPasal jtini jtmenyerahkan jtsubstansi jthukum jtyang jtdiaturnya jtkepada jtnorma 

jthukum jtyang jtlain, jtdalam jthal jtini jthukum jtagama jtdan jtkepercayaan jtdari jtpara 

jtmempelai.
13

 jtDengan jtdemikian, jtuntuk jtmegetahui jtkeabsahan jtperkawinan 

jtbeda jtagama jtperlu jtditinjau jtterkait jtperaturan jtmasing-masing jtagama, 

jtapakah jtdiperbolehkan jtatau jttidak. 

 

3. Ragam jtPendapat jtMengenai jtPerkawinan jtBeda jtAgama jtdalam 

jtUndang-Undang jtPerkawinan 

Perkawinan jtBeda jtAgama jtmenurut jtpemahaman jtpara jtahli jtdan 

jtpraktisi jthukum jtdalam jtUndang-Undang jtNo. jt1 jtTahun jt1974 jtsecara jtgaris 

jtbesar jtdapat jtdijumpai jttiga jtpandangan. 

Pertama, jtperkawinan jtbeda jtagama jttidak jtdapat jtdibenarkan jtdan 

jtmerupakan jtpelanggaran jtterhadap jtUUP jtPasal jt2 jtayat jt(1): jtPerkawinan 

jtadalah jtsah, jtapabila jtdilakukan jtmenurut jthukum jtmasing-masing jtagamanya 

jtdan jtkepercayaannya jtitu; jtdan jtPasal jt8 jthuruf jt(f): jtbahwa jtperkawinan 

jtdilarang jtantara jtdua jtorang jtyang jtmempunyai jthubungan jtyang jtoleh 

jtagamanya jtatau jtperaturan jtlain jtyan jtberlaku, jtdilarang jtkawin. jtMaka jtdengan 

jtpasal jtini, jtperkawinan jtbeda jtagama jtdianggap jttidak jtsah jtdan jtbatal jtdemi 

jthukum jtoleh jtpejabat jtpelaksana jtperkawinan. jtPadahal jtdalam jtpasal jtini 
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jtmenyatakan jtsah jtmenurut jthukum jtmasing-masing jtagamanya jtdan 

jtkepercayaannya jtitu, jtsedangkan jtdalam jtIslam jtada jtpendapat jtyang 

jtmembolehkan jtpernikahan jtbeda jtagama. 

Kedua, jtperkawinan jtbeda jtagama jtadalah jtdiperbolehkan, jtsah jtdan 

jtdapat jtdilangsungkan jtkarena jttelah jttercakup jtdalam jtperkawinan jtcampuran, 

jtsebagaimana jttertulis jtdalam jtPasal jt57 jtUUP, jtyaitu jtdua jtorang jtyang jtdi 

jtIndonesia jttunduk jtpada jthukum jtyang jtberlainan. jtMenurut jtpandangan 

jtkedua jtini, jtpasal jttersebut jttidak jtsaja jtmengatur jtperkawinan jtantara jtdua 

jtorang jtyang jtmemiliki jtkewarganegaran jtyang jtberbeda, jtakan jttetapi jtjuga 

jtmengatur jtperkawinan jtantara jtdua jtorang jtyang jtberbeda jtagama. 

jtMenurutnya, jtpelaksanaannya jtdilakukan jtmenurut jttata jtcara jtyang jtdiatur 

jtoleh jtPasal jt6 jtPPC: jt(1) jtPerkawinan jtcampur jtdilangsungkan jtmenurut 

jthukum jtyang jtberlaku jtuntuk jtsuami, jtkecuali jtizin jtdari jtkedua jtbelah jtpihak 

jtbakal jtmempelai, jtyang jtseharusnya jtada, jtdengan jtmerujuk jtpada jtPasal jt66 

jtUUP. 

Ketiga, jtUUP jttidak jtmengatur jtmasalah jtperkawinan jtantaragama. 

jtOleh jtkarena jtitu, jtapabila jtmerujuk jtPasal jt66 jtUUP jtyang jtmenekankan 

jtbahwa jtperaturan-peraturan jtlain jtyang jtmengatur jttentang jtperkawinan, 

jtsejauh jttelah jtdiatur jtdalam jtunadang-undang jtini, jtmaka jtdinyatakan jttidak 

jtberlaku jtlagi. jtNamun jtkarena jtUUP jtbelum jtmengaturnya, jtmaka jtperaturan-

peraturan jtlama jtdapat jtdiberlakukan jtkembali, jtsehingga jtmasalah 

jtperkawinan jtbeda jtagama jtharus jtberpedoman jtkepada jtperaturan jtpekawinan 

jtcampur jt(PPC). 
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Di jtsamping jtketiga jtpendapat jttersebut, jtada jtkelompok jtyang 

jtberpandangan jtbahwa jtUUP jtperlu jtdisempurnakan, jtmengingat jtadanya 

jtkekosongan jthukum jttentang jtperkawinan jtbeda jtagama. jtArgumentasi jtyang 

jtdibangun jtkelompok jttersebut jtdidasarkan jtpada jtempat jthal, jtyaitu: 

a. UUP jttidak jtmengatur jtperkawinan jtbeda jtagama; 

b. Masyarakat jtIndonesia jtadalah jtmasyarakat jtplural, jtsehingga 

jtperkawinan jtbeda jtagama jttidak jtdapat jtdihindarkan; 

c. Persoalan jtagama jtadalah jtbagian jtdari jthak jtasasi jtseseorang; jtdan 

d. Kekosongan jthukum jtdalam jtbidang jtperkawinan jttidak jtdapat 

jtdibiarkan jtbegitu jtsaja, jtsebab jtakan jtmendorong jtterjadinya 

jtperzinahan jtterselubung jtmelalui jtpintu jtkumpul jtkebo. 

Di jtsisi jtlain, jtmayoritas jtmasyarakat jtMuslim jtdi jtIndonesia 

jtberpandangan jtbahwa jtUUP jttidak jtperlu jtdisempurnakan jtdengan 

jtmencantumkan jthukum jtperkawinan jtbeda jtagama jtdalam jtundang-undang 

jttersebut. jtSebab jtmenurut jtmereka, jtUndang-undang jtNo. jt1 jtTahun jt1974 

jttelah jtmengatur jthukum jtperkawinan jtbeda jtagama jtsecara jtjelas jtdan jttegas. 

jtUngkapan jtini jtada jtbenarnya, jtkarena jtumat jtIslam jtsebagai jtpenduduk 

jtmayoritas jtdi jtIndonesia jtmerasa jtdiuntungkan jtoleh jtPasal jt2 jtayat jt(1) jtUUP 

jttersebut, jtkarena jtdengan jtpasal jttersebut jttertutuplah jtkemungkinan jtuntuk 

jtmelakukan jtperkawinan jtsecara jt―sekuler‖, jtdan jttertutup jtpula jtkemungkinan 

jtseorang jtwanita jtmuslimah jtuntuk jtmenikah jtdengan jtpria jtnon jtmuslim. 

Demikian jthalnya jtperkawinan jtseorang jtpria jtmuslim jtdengan jtwanita 

jtmusyrik, jtkarena jtpernikahan jttersebut jtdilarang jt(dianggap jttidak jtsah) 

jtmenurut jthukum jtIslam. jtSebenarnya, jtdengan jtadanya jtlarangan jtuntuk 



20 

 

 

 

jtmelangsungkan jtpernikahan jtbeda jtagama jttersebut, jtmerupakan jtmasalah 

jtpenting jtbagi jtumat jtIslam jtkarena jtperaturan jtperkawinan jtpeninggalan 

jtBelanda jt(PPC) jtmengizinkan jtpenduduk jtIndonesia jtuntuk jtmelakuan 

jtperkawinan jtbeda jtagama.
14

 

4. Regulasi jtPendukung jtUndang-Undang jtPerkawinan jtMengenai 

jtLarangan jtPerkawinan jtBeda jtAgama 

Larangan jtperkawinan jtbeda jtagama jtsebenarnya jttelah jtdijelaskan 

jtdalam jtKompilasi jtHukum jtIslam. jtAdapun jtKHI jtini jtsendiri jtmenjadi jtregulasi 

jtpelengkap jtdan jtmenjadi jtreferensi jtterkait jtburamnya jthukum jtperkawinan 

jtbeda jtagama jtdalam jtPasal jt2 jtUndang-Undang jtPerkawinan jtyang jtmenyatakan 

jtbahwa jtperkawinan jtialah jtsah jtapabila jtdilakukan jtmenurut jtagama jtdan 

jtkepercayaan jtmasing-masing. jtSebagai jtregulasi jtyang jtmengatur jtperkawinan 

jtbagi jtumat jtIslam jtdi jtIndonesia, jtKHI jtsendiri jtsecara jttegas jtmelarang jtadanya 

jtperkawinan jtbeda jtagama. 

KHI jtmenganggap jtbahwa jtbeda jtagama jtsebagai jtkekurangan jtsyarat 

jtperkawinan. jtDalam jtKHI jtBab jtVI jtterdapat jtketentuan jttentang jtlarangan 

jtkawin jtpasal jt40 jtdan jt44; jtBab jtX jttentang jtpencegahan jtperkawinan jtpasal jt61; 

jtdan jtlarangan jtkepada jtseorang jtpria jtkawin jtdengan jtwanita jtyang jttidak 

jtberagama jtIslam jt(pasal jt40 jthuruf jtc); jtserta jtseorang jtwanita jtmuslimah 

jtdilarang jtkawin jtdengan jtseorang jtpria jtyang jttidak jtberagama jtIslam jt(pasal 

jt44). 

Apabila jtpasal-pasal jtdi jtatas jtdikaitkan jtdengan jtPasal jt2 jtayat jt(1) 

jtUndang-Undang jtPerkawinan, jtmaka jtsetiap jtorang jtyang jtingin jtmelakukan 
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jtpernikahan jtharus jtmenganut jtagama jtyang jtsama. jtJika jtterjadi jtpernikahan 

jtyang jtberbeda jtagama jtdianggap jtpernikannya jttidak jtsah. 

Selain jtUU jtPerkawinan jtdan jtKHI, jtlarangan jtnikah jtbeda jtagama jtdi 

jtIndonesia jtsecara jtregulatif jtadalah jtkuat. jtPada jtpertengahan jtJuni jt2015. 

jtMahkamah jtKonstitusi jtmenyatakan jtlarangan jtmenikahi jtpasangan jtyang 

jtberbeda jtagama. jtDalam jthal jtini jtMahkamah jtKonstitusi jtmengeluarkan 

jtputusan jtyang jtmenolak jtuji jtmateri jtterhadap jtsejumlah jtpasal jtdalam jtUndang-

Undang jtNomor jt1 jtTahun jt1974 jtTentang jtPerkawinan, jtberdasarkan jtputusan 

jtMahkamah jtKonstitusi jtNomor jt68/PUU-XII/2014. jtKarena jtitu, jtpelarangan 

jtnikah jtbeda jtagama jtseperti jtyang jtdiatur jtdalam jtUndang-Undang jtNomor jt1 

jtTahun jt1974 jtTentang jtPerkawinan jttidaklah jtmelanggar jtkonstitusi, jtwalaupun 

jtkelima jtpemohon jtuji jtmateri jtmenganggap jtbahwa jtputusan jtMahkamah 

jtKonstitusi jttersebut jtdiskriminatif, jtsebab jttidak jtmengindahkan jthak-hak jtsipil 

jtwarga jtnegara.
15

 

Berdasarkan jtpembahasan jtdi jtatas, jtmaka jtdapat jtdisimpulkan jtbahwa 

jtpernikahan jtbeda jtagama jtdi jtIndonesia jttidakmemiliki jtkekuatan jthukum. 

jtSebab jtUndang-Undang jtNomor jt1 jtTahun jt1974 jtTentang jtPerkawinan jtBab jt1 

jtPasal jt2 jtayat jt(1), jtKompilasi jtHukum jtIslam jtPasal jt40 jtayat jt(c) jtdan jtPasal jt44, 

jtserta jtputusan jtMahkamah jtKonstitusi jtNomor: jt68/PUU-XII/2014 jttelah 

jtmelarang jtpernikahan jtbeda jtagama. jtMelakukan jtpernikahan jtbeda jtagama 

jtberarti jttidak jtmengindahkan jtUndang-Undang jtdan jtperaturan jtyang jtberlaku 

jtdi jtnegeri jtini. jtKonsekuensi jtlogisnya, jtpasti jtakan jtmengalami jtberbagai 
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jtpermasalahan jtdalam jtrumah jttangganya, jtsehingga jttidak jtmungkin jtdapat 

jtmewujudkan jtkeluarga jtyang jtsakinah. 

 

C. Penyelundupan jHukum jDalam jUU jNo.1 jTahun j1974 jTentang 

jPerkawinan 

1. Penyelundupan jHukum jdalam jPerkawinan jditinjau jdari jHukum 

jPositif jIndonesia jdan jHukum jInternasional 

Penyelundupan jhukum j(wetsonduiking) jadalah jpenghindaran 

jpelaksanaan jhukum jdengan jtujuan jmeghindari jsuatu jakibat jhukum jyang 

jtidak jdikehendaki jatau juntuk jmewujudkan jsuatu jakibat jhukum jyang 

jdikehendaki.
16

 jAda junsur jkepentingan jsubjektif jdari jpelaku jdalam 

jmelakukan jperilaku jini.Unsur jini jterdapat jpada jniat jyang jbertujuan 

jterlaksananya jtujuan jpelaku jdengan jtanpa jmelaksanakan jketentuan jhukum 

jyang jberlaku jdengan jtidak jmelanggarnya. jPerbuatan jini jbanyak jditemui 

jpada jperkawinan jantara jumat jagama jyang jberbeda. 

Secara jnormatif, jagama jmelarang jpernikahan jbeda jiman, jbaik 

jagama jKristiani jmaupun jIslam. jLarangan jtersebut jtidak jdatang jdari jnegara 

jmelainkan jdari jagama. jSepanjang jtidak jada jpengesahan jagama, jadalah 

jtidak jmungkin jcatatan jsipil jmencatat jsebuah jperkawinan.
17

 jSikap jyang 

jdiambil jpegawai jKantor jCatatan jSipil jtersebut jbersumber jdari jpenafsiran 

jterhadap jPasal j2 jayat j(1) jUU jNo.1 jTahun j1974 jtentang jPerkawinan. 

jMenurut jketentuan jhukum jtersebut, jperkawinan jyang jsah jadalah 

                                                           
16

. Sri Wahyuni, Nikah Beda Agama: Kenapa Keluar Negeri?, (Tangerang Selatan: PT. 

Pustaka Alvabet, 2016), h.197-198. 
 17 

Sudhar Indopa, pegawai Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, disampaikan dalam seminar 

tentang perkawinan beda agama yang diselenggarakan Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia Mei 2006.  



23 

 

 

 

jperkawinan jyang jdilakukan jmenurut jhukum jmasing-masing jagama jdan 

jkepercayaannya. jBagi jpasangan jyang jtidak jmengikuti jketentuan jpasal 

jdalam jundang-undang jtersebut, jharus jsiap jmenerima jkonsekuensi 

jhukumnya. j j 

Namun jdalam jpraktiknya jbanyak jpasangan jbeda jagama jyang jbisa 

jberakhir jdi jpelaminan. jSetidaknya jada j4 j―solusi‖ jbagi jpasangan jbeda 

jagama jyang jingin jmenikah jmenurut jGuru jBesar jHukum jPerdata 

jUniversitas jIndonesia jProf. jWahyono jDarmabrata, jyakni: j j 

a) Meminta jpenetapan jpengadilan, jMeminta jpenetapan jpengadilan 

jterakhir jkali jdilakukan joleh jAndi jVonny jGani jpada j1989. jJika jRUU 

jAdminduk jyang jsaat jini jsedang jdibahas jDPR jdisahkan, jakan jlebih 

jbanyak jlagi jpenetapan jpengadilan jdimohonkan. jKetua jKonsorsium 

jCatatan jSipil jLies jSugondo jmenyatakan jbahwa jsolusi jpenetapan 

jpengadilan jyang jdisarankannya jturut jdimasukkan jdalam jRUU 

jAdminduk. j 

b) Pernikahan jdilakukan jmenurut jmasing-masing jagama, jPerkawinan 

jmenurut jmasing-masing jagama jmerupakan jinterpretasi jlain jdari jpasal 

j2 jayat j(2) jUU jNo. j1 jTahun j1974 jtentang jPerkawinan. jPagi jmenikah 

jsesuai jagama jlaki-laki, jsiangnya jmenikah jsesuai jdengan jagama 

jperempuan. j 

c) Penundukan jsementara jpada jsalah jsatu jhukum jagama, jPenundukan 

jdiri jterhadap jsalah jsatu jhukum jagama jmempelai jmungkin jlebih jsering 

jdigunakan. jDalam jagama jIslam, jdiperbolehkan jlaki-laki jIslam 

jmenikahi jwanita jnon-Islam, jyang jtermasuk jahlul jkitab. jAyat jAl-

Quran jinilah jyang jdipraktekkan jsungguh joleh jlembaga-lembaga 

jseperti jParamadina, jWahid jInstitute, jdan jIndonesian jConference jon 

jReligion jand jPeace j(ICRP), jbahkan jdiperluas jjadi jmemperbolehkan 

jkawin jbeda jagama jbagi jwanita jmuslim. jKasus jyang jcukup jterkenal 

jadalah jperkawinan jartis jDeddy jCorbuzier jdan jKalina, jpada jawal j2005 

jlalu. jDeddy jyang jKatolik jdinikahkan jsecara jIslam joleh jpenghulu 

jpribadi jyang jdikenal jsebagai jtokoh jdari jYayasan jParamadina. j 

d) Menikah jdi jluar jnegeri, jmelakukan jperkawinan jdi jluar jnegeri, jberarti 

jtunduk jpada jhukum jdi jluar jnegeri. jPasangan jtersebut jmendapat jakte 

jdari jnegara jitu, jkemudian jakte jdi jbawa jpulang juntuk jdicatatkan jsaja. 

jArtinya jtidak jmemperoleh jakte jlagi jdari jnegara. j 

 

Dalam jmemahami jperkawinan jbeda jagama jmenurut jundangundang 

jperkawinan jada jtiga jpenafsiaran jyang jberbeda. jPertama, jpenafsiran jyang 
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jberpendapat jbahwa jperkawinan jbeda jagama jmerupakan jpelanggaran 

jterhadap jUndang-Undang jNo. j1 jTahun j1974 jPasal j2 jayat j(1) jjo jPasal j8 j(f). j j 

Pendapat jkedua, jbahwa jperkawinan jantar jagama jadalah jsah jdan 

jdapat jdilangsungkan, jkarena jtelah jtercakup jdalam jperkawinan jcampuran, 

jdengan jargumentasi jpada jPasal j57 jtentang jperkawinan jcampuran jyang 

jmenitik jberatkan jpada jdua jorang jyang jdi jIndonesia jtunduk jpada jhukum 

jyang jberlainan, jyang jberarti jpasal jini jmengatur jperkawinan jantara jdua 

jorang jyang jberbeda jkewarganegaraan jjuga jmengatur jdua jorang jyang 

jberbeda jagama. j 

Pendapat jketiga jbahwa jperkawinan jantar jagama jsama jsekali jtidak 

jdiatur jdalam jUndang-Undang jNo. j1 jTahun j1974, joleh jkarena jitu 

jberdasarkan jPasal j66 jUndang-Undang jNo. j1 jTahun j1974 jmaka jpersoalan 

jperkawinan jbeda jagama jdapat jmerujuk jpada jperaturan jperkawinan 

jcampuran, jkarena jbelum jdiatur jdalam jundang-undang jperkawinan.
18

 j j 

Ketiga jpendapat jini jperlu jdikaji jlebih jmendalam jlagi, jmengingat 

jregulasi jperkawinan jcampuran jdiluar jnegeri jdalam jpasal j56 jitu jsendiri 

jsangat jtidak jmengakomodir jterhadap jperkawinan jcampuran. jHal jini 

jditegaskan joleh jNurul jHasanah jdalam jskripsinya.
19

 jBagaimana jmungkin 

jsuatu jregulasi jyang jtidak jmampu jmengakomodir jsegala jhal jyang 

jberhubungan jdengannya, jjustru jdijadikan jrujukan juntuk jpermasalahan 
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Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, Editor 

Chuzaimah T Yanggo, & Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: PT 

Pustaka Firdaus, 1996), h. 17-18.  
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Nurul Hasanah, Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam  Peraturan Perundang-

Undangan  Di Indonesia, skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang,  2010).h. 9-10. 
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jyang jbelum jmempunyai jregulasi, jmeskipun jmempunyai jkesamaan. jJika 

jhal jini jdibiarkan jtentunya jakan jsangat jmembahayakan. j j 

Dari jempat jsolusi jyang jditawarkan jGuru jBesar jHukum jPerdata 

jUniversitas jIndonesia jProf. jWahyono jDarmabrata jterkait jpengesahan 

jperkawinan jproblematis jdi jIndonesia, jperkawinan jdiluar jnegeri jlebih 

jbanyak jdipilih. jHal jini jdilakukan jkarena jperkawinan jdiluar jnegeri jtidak 

jmembutuhkan jadministrasi jserumit jadministrasi jjika jpasangan jtersebut 

jmelangsungkan jperkawinan jdi jIndonesia jmenggunakan jsolusi jyang jlain. j j 

Perkawinan jdiluar jnegeri jdianggap jsolusi jpelegalan jperkawinan 

jantar jagama jkarena jmemang jhal jini jdilindungi joleh jUndang-Undang 

jPerkawinan jIndonesia. j jTepatnya jpasal j56 jUU jNo j1 jTahun j1974, jsebagai 

jberikut:
20

 j 

1) Perkawinan jdi jIndonesia jantara jdua jorang jwarganegara jIndonesia 

jatau jseorang jwarganegara jIndonesia jdengan jwarga jnegara jAsing 

jadalah jsah jbilamana jdilakukan jmenurut jhukum jyang jberlaku jdi 

jnegara jdimana jperkawinan jitu jdilangsungkan jdan jbagi jwarganegara 

jIndonesia jtidak jmelanggar jketentuan jUndang-undang jini. j j 

2) Dalam jwaktu j1 j(satu) jtahun jsetelah jsuami jistri jitu jkembali jdi jwilayah 

jIndonesia, jsurat jbukti jperkawinan jmereka jharus jdidaftarkan jdi 

jKantor jPencatat jperkawinan jtempat jtinggal jmereka. j 

 

Meskipun jUU jPerkawinan jtidak jmemperbolehkan jkawin jbeda 

jagama, jtetapi jKantor jCatatan jSipil jbisa jmenerima jpencatatan jperkawinan 

jbeda jagama jyang jdilakukan jdi jluar jnegeri. j 

Permasalahan jpenyelundupan jhukum jini jbukan jhanya 

jmenimbulkan jperselisihan j(dispute) jantar jpara jpihak, jtetapi jjuga 

jberdampak jkepada jseluruh jmasyarakat jdalam jnegara jhukum jyang 
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jbermartabat jdan jini jmerupakan jsuatu jjati jdiri jbangsa jyang jdianggap jbaik 

japabila jmampu jmengakomodir jseluruh jkepentingan jmasyarakat. j 

Ketidakjelasan regulasi jtelah menyebabkan timbulnya jupaya 

penyeludupan hukum di Indonesia.  Perbuatan jyang jsebenarnya jmelanggar 

jaturan jdi jIndonesia, jjustru jdipolitisasi jsedemikian jrupa jdengan 

jmenghalalkan jpenyelundupan jhukum jguna jmelindungi jstatus jhukum 

jWNI. j 

Dalam jpandangan jhukum jperdata jInternasional, jsuatu jperbuatan 

jyang jdilakukan jdi jsuatu jnegara jasing jdan jdiakui jsah jdi jnegara jasing jitu, 

jakan jdapat jdibatalkan joleh jnegara jforum jatau jtidak jdiakui joleh jforum jbila 

jperbuatan jitu jdilaksanakan jdi jnegara jasing jyang jbersangkutan jdengan 

jtujuan juntuk jmenghindarkan jdiri jdari jaturanaturan jlex jfori jyang jakan 

jmelarang jperbuatan jsemacam jitu jdilaksanakan jdi jwilayah jforum.
21

 jKegel 

jjuga jberpendapat jbahwa jhukum jasing jdapat jdikesampingkan jjika jdianggap 

jbertentangan jdengan j―the juntouchable jpart” jdari jlex jfori jitu.
22

 j j 

Berdasarkan asas ini, status personal seseorang ditetapkan 

berdasarkan hukum kewarganegaraan (lex patriae) orang itu. Asas ini 

juga digunakan dalam pasal 16 Algemene Bepalingen van Wetgeving 

(AB) yang secara teoritis masih berlaku di Indonesia. Berdasarkan suatu 

asas dalam bidang Hukum Keperdataan yaitu asas Mobilia Sequntur 

Personam, maka asas pemberlakuan lex patriae ini berlaku juga dalam 

penentuan status benda-benda bergerak (movables), dalam arti bahwa 
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Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Buku Kesatu 

Edisi Keempat. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006. h.122.  
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 Hartono Sunaryati, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, cet.IX (Bandung:Bina 
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status benda bergerak ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk 

menetapkan status personal orang yang memiliki atau menguasai benda 

itu. 

Hal jini jdidukung jdengan jprinsip jyang jdigunakan joleh jketertiban 

jumum j(public jorder). jJika jpemberlakuan jhukum jasing jdapat jmenimbulkan 

jakibatakibat jberupa j jpelanggaran jterhadap jsendi-sendi jpokok jhukum 

jsetempat j(lex jfori), jhukum jasing jitu jdapat jdikesampingkan jdengan jdasar 

j―demi jkepentingan jumum” jatau j―demi jketertiban jumum”.
23

 j 

Perkawinan j jdilakukan joleh jYuni jShara jdi jDistrict jRegistrar's 

jOffice, jPerth, jWestern jAustralia jadalah juntuk jmenghindari jberlakunya 

jpasal j2 jUUP. jSudah jbarang jtentu, jIndonesia jsebagai jwilayah jforum 

jseyogyanya jmembatalkan jperkawinan jtersebut, jmeskipun jsecara 

jadministrasi jmereka jmemenuhi jsyarat. j jFungsi jdoktrin jketertiban jumum 

jini jadalah juntuk jmelindungi jsistem jhukum jyang jseharusnya jberlaku. j 

Menurut janalisis jpenulis, jterjadinya jpenyelundupan jhukum jini 

jdikarenakan jkesalahan jdalam jpenggunaan jregulasi. jTidak jada jregulasi 

jkhusus jyang jmengatur jtentang jkonsekwensi jhukum jterhadap jpelaku 

jpenyelundupan jhukum. jKeabsahan jpelaku jpenyelundupan jhukum jdiukur 

jdari jpasal j56 jUUP, jyang jsebenarnya jmengatur jtentang jperkawinan jdiluar 

jnegeri, jdan jberlaku jpengecualian juntuk jpelaku jpenyelundupan jhukum. j j 

Yang jmenyamakan jantara jpenyelundupan jhukum jdan jperkawinan 

jcampuran jhanyalah jpada jpelaksaan jperkawinan jyang jdilakukan jdiluar 

jnegeri. jMeskipun jada jkesamaan, jnamun jkasus jpenyelundupan jmempunyai 
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jmakna jyang jberbeda jdengan jperkawinan jcampuran. jOleh jkarena jitu, 

jpenggunaan jpasal j56 jUUP jtidak jsesuai juntuk jdijadikan jacuan jdalam jkasus 

jpenyelundupan jhukum. j 

UUP jyang jberlaku jdi jIndonesia jdisusun jpada jtahun j1974, 

jsedangkan jkajian jmengenai jpenyelundupan jitu jsendiri jbaru jdikenal joleh 

jHukum jPerdata jInternasional jpada jtahun j2006, jdimana jsebelumnya 

jpenyelundupan jmasuk jdalam jkajian jKetertiban jUmum. jSeharusnya jUU 

jPerkawinan jdi jIndonesia jresponsive jterhadap jperkembangan jsocial jdan 

jperkembangan jkasus jyang jterus jbermutasi jseiring jdengan jperkembangan 

jwaktu jdan jteknologi. jAgar jmampu jmenjadi jrujukan jdan jmenjadi jsolusi 

jakhir jyang jsolutif jbagi jsetiap jkasus jyang jmuncul. 

 

2. Kekosongan jHukum Sebagai Penyebab jPenyelundupan jHukum 

jPerkawinan jdi jIndonesia j 

Penegakan jdan jpenerapan jhukum jkhususnya jdi jIndonesia 

jseringkali jmenghadapi jkendala jberkaitan jdengan jperkembangan 

jmasyarakat. jBerbagai jkasus yang jtelah jterjadi jmenggambarkan jsulitnya 

jpenegak jhukum jatau japarat jhukum jmencari jcara jagar jhukum jdapat jsejalan 

jdengan jnorma jmasyarakat jyang jada. jNamun jperkembangan jmasyarakat 

jlebih jcepat jdari jperkembangan jaturan jperundang-undangan, jsehingga 

jperkembangan jdalam jmasyarakat jtersebut jmenjadi jtitik jtolak jdari 

jkeberadaan jsuatu jperaturan. j j 

Dalam jkehidupan jbermasyarakat jmemang jdiperlukan jsuatu 

jsistem jhukum juntuk jmenciptakan jkehidupan jmasyarakat jyang jharmonis 

jdan jteratur. jKenyataannya jhukum jatau jperaturan jperundang-undangan 
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jyang jdibuat jtidak jmencakup jseluruh jperkara jyang jtimbul jdalam 

jmasyarakat jsehingga jmenyulitkan jpenegak jhukum juntuk jmenyelesaikan 

jperkara jtersebut. j 

Asas jlegalitas jyang jkerap jdianggap jsebagai jasas jyang 

jmemberikan jsuatu j jkepastian jhukum jdihadapkan joleh jrealita jbahwa jrasa 

jkeadilan jmasyarakat jtidak jdapat jdipenuhi joleh jasas jini jkarena jmasyarakat 

jyang jterus jberkembang jseiring jkemajuan jteknologi. jPerubahan jcepat jyang 

jterjadi jtersebut jmenjadi jmasalah jberkaitan jdengan jhal jyang jtidak jatau 

jbelum jdiatur jdalam jsuatu jperaturan jperundang-undangan, jkarena jtidak 

jmungkin jsuatu jperaturan jperundang-undangan jdapat jmengatur jsegala 

jkehidupan jmanusia jsecara jtuntas jsehingga jadakalanya jsuatu jperaturan 

jperundangundangan jtidak jjelas jatau jbahkan jtidak jlengkap jyang jberakibat 

jadanya jkekosongan jhukum jdi jmasyarakat. j 

Dalam jpraktik, jtidak jjarang jdijumpai jada jperistiwa jyang jbelum 

jdiatur jdalam jhukum jatau jperundang-undangan, jatau jmeskipun jsudah 

jdiatur jtetapi jtidak jlengkap jdan jtidak jjelas. jOleh jkarena jitu jperaturan jhukum 

jyang jtidak jjelas jharus jdijelaskan, jyang jtidak jlengkap jharus jdilengkapi 

jdengan jjalan jmenemukan jhukumnya jagar jaturan jhukumnya jdapat 

jditerapkan jterhadap jperistiwanya.
24

 j 

Hal jini jpula jyang jterjadi jdalam jregulasi jperkawinan jdi jIndonesia. 

jPerkembangan jtekhnologi, jperkembangan jmasyarakat, jdan jperkembangan 

jpermasalahan jyang jterjadi jsemakin jkompleks. jBahkan jbelakangan jini 

jsering jtersiar jdalam jberbagai jmedia jterjadinya jperkawinan jyang jdianggap 
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jproblematis jdalam jkehidupan jbermasyarakat. jNamun jperkembangan jini 

jtidak jdiiringi jdengan jperkembangan jregulasi. j j 

Dalam jartian, jregulasi jyang jada jdan jberlaku jsekarang jjustru jout jof 

jdate. jHal jini jterbukti jdengan jmaraknya jpenyelundupan jhukum jdalam 

jperkawinan jtidak jdiiringi jdengan jregulasi jyang jmengaturnya. jSehingga, 

jsegala jperkawinan jyang jdilaksanakan jdiluar jnegeri jdianggap jsebagai 

jperkawinan jcampuran. jTatkala jterjadi jpenyelundupan jhukum, jmaka 

jregulasi jyang jdigunakan jadalah jregulasi jperkawinan jdi jluar jnegeri j(pasal 

j56) jdan jregulasi jperkawinan jcampuran j(57). j 

Disini jtampak jbahwa jterdapat jkekosongan jhukum jdalam 

jpenyelundupan jhukum jperkawinan jdi jIndonesia. jAkibat jyang jditimbulkan 

jdengan jadanya jkekosongan jhukum, jterhadap jhal-hal jatau jkeadaan jyang 

jtidak jatau jbelum jdiatur jitu jdapat jterjadi jketidakpastian jhukum 

j(rechtsonzekerheid) jatau jketidakpastian jperaturan jperundang-undangan jdi 

jmasyarakat jyang jlebih jjauh jlagi jakan jberakibat jpada jkekacauan jhukum 

j(rechtsverwarring), jdalam jarti jbahwa jselama jtidak jdiatur jberarti jboleh, 

jselama jbelum jada jtata jcara jyang jjelas jdan jdiatur jberarti jbukan jtidak jboleh. j j 

Hal jinilah jyang jmenyebabkan jkebingungan j(kekacauan) jdalam 

jmasyarakat jmengenai jaturan japa jyang jharus jdipakai jatau jditerapkan. 

jDalam jmasyarakat jmenjadi jtidak jada jkepastian jaturan jyang jditerapkan 

juntuk jmengatur jhal-hal jatau jkeadaan jyang jterjadi. jPelaku jmerasa jbahwa 

jhal jtersebut jdilegalkan jsecara jundang-undang jformil. j j 

Oleh jkarena jitu, jguna jmewujudkan jkepastian jhukum jdan 

jmengatasi jterjadinya jkekosongan jhukum jmaka jdibutuhkan jsuatu 
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jpenemuan jhukum.
25

 jMenurut jJohn jZ jLaude, jpenemuan jhukum jadalah 

jpenerapan jketentuan jpada jfakta jdan jketentuan jtersebut jkadangkala jharus 

jdibentuk jkarena jtidak jselalu jterdapat jdalam jundang-undang jyang jada.
26

 j j 

Di jIndonesia, jaliran jpenemuan jhukum jdikenal jterutama jdalam 

jpraktik jperadilan jdan jmulai jmendapatkan jtempat jsetelah jadanya jperaturan 

jperundang-undangan jterutama jyang jmengatur jtentang jkekuasaan 

jkehakiman jsecara jsubstansial jmengatur jmengenai jbeberapa jketentuan 

jyang jmemungkinkan jkegiatan jpenemuan jhukum jdilakukan.
27

 j 

Penemuan jhukum jmerupakan jproses jpembentukan jhukum joleh 

jsubjek jatau jpelaku jpenemuan jdalam jupaya jmenerapkan jperaturan jhukum 

jumum jterhadap jperistiwanya jberdasarkan jkaidah-kaidah jatau jmetode-

metode jtertentu jyang jdapat jdibenarkan jdalam jilmu jhukum, jseperti 

jinterpretasi, jpenalaran j(redering), jeksposisi j(kontruksi jhukum), jdan jlain-

lain. jKaidah-kaidah jatau jmetode-metode jtersebut jdigunakan jagar 

jpenerapan jaturan jhukum jterhadap jsuatu jperistiwa jdapat jdilakukan jsecara 

jtepat jdan jrelevan jmenurut jhukum, jsehingga jhasil jyang jdiperoleh jdari 

jproses jtersebut jjuga jdapat jditerima jdan jdipertanggungjawabkan jdalam 

jilmu jhukum.
28

 j 

Sedangkan jsolusi jyang jditawarkan joleh jpeneliti jdalam 

jmenghadapi jkekosongan jhukum jdalam jpenyelundupan jhukum 

jperkawinan jadalah jdengan jmelakukan jRechtschepping j(penciptaan 

jhukum), jyaitu jmenciptakan jhukum jyang jsebelumnya jtidak jada jmenjadi 
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jada. j

29
 jHal jini jdikarenakan jhukum jyang jmengatur jtentang jpenyelundupan 

jhukum jsebenarnya jsudah jada jsecara jeksplisit jyaitu jmasuk jdalam 

jperkawinan jcampuran. jNamun jperaturan jdalam jperkawinan jcampuran 

jtersebut jtidak jjelas jdan jkurang jlengkap, jsehingga jharus jdiciptakan jhukum 

jbaru jsebagai jpenyempurna. j 

Penciptaan jhukum jdalam jregulasi jpenyelundupan jhukum 

jperkawinan jdi jIndonesia jharus jberdasarkan jpada jsistem jhukum jyang jada 

j(system joriented). jOleh jkarena jitu jdiperlukan jkebijakan jatau jprakarsa jdari 

jBadan jPembentuk jPerundangundangan, jyang jberdasarkan jUndang-

Undang jDasar jNegara jRepublik jIndonesia jTahun j1945 j(UUD j1945 jyang 

jtelah jdiamandemen) jPasal j20 jayat j(1) jdan j(2) jmenyatakan jbahwa j―DPR 

jmemegang jkekuasaan jmembentuk jundang-undang‖ jdan j―setiap jrancangan 

jundang-undang jdibahas joleh jDPR jdan jPresiden juntuk jmendapat 

jpersetujuan jbersama‖. j j 

Pasal j5 jUUD jNegara jRI jTahun j1945 jmenegaskan jpula jbahwa 

j―Presiden jberhak jmengajukan jrancangan jundang-undang jkepada jDPR‖ 

jdan j―Presiden jmenetapkan jperaturan jpemerintah juntuk jmenjalankan 

jundang-undang jsebagaimana jmestinya‖. j j 

Dalam jhal jini jberarti jprakarsa jatau jkebijakan j(political jwill) jdari 

jDPR jdan jPemerintah j(Presiden) jmemegang jperanan jyang jsangat jpenting 

jdalam jmenciptakan jatau jmembentuk jsuatu jundang-undang j(lebih jluas 

jperaturan jperundang-undangan) jbaik jmengatur jhal-hal jatau jkeadaan jyang 

jtidak jdiatur jsebelumnya jmaupun jperubahan jatau jpenyempurnaan jdari 
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jperaturan jperundang-undangan jyang jtelah jada jnamun jsudah jtidak jsesuai 

jdengan jperkembangan jdi jmasyarakat. j j 

Lebih jlanjut jdalam jupaya jmengatasi jkekosongan jhukum jmaka 

jdalam jpembentukan jperaturan jperundang-undangan jberdasarkan jPasal j1 

jangka j1 jUU jNo. j10 jTahun j2004 jtentang jPembentukan jPeraturan 

jPerundang-undangan jmenyatakan jbahwa j―Pembentukan jPeraturan 

jPerundang-undangan jadalah jproses jpembuatan jperaturan jperundang-

undangan jyang jpada jdasarnya jdimulai jdari jperencanaan, jpersiapan, jteknik 

jpenyusunan, jperumusan, jpembahasan, jpengesahan, jpengundangan, jdan 

jpenyebarluasan‖. j j 

Kemudian jdalam jPasal j15 jayat j(1) jUU jNo. j10 jTahun j2004 

jditegaskan jbahwa j―Perencanaan jpenyusunan jUndang-Undang jdilakukan 

jdalam jsuatu jProgram jLegislasi jNasional j(Prolegnas)‖. jProlegnas jitu 

jsendiri jmenurut jPasal j1 jangka j9 jadalah j―instrumen jperencanaan jprogram 

jpembentukan jUndang-Undang jyang jdisusun jsecara jberencana, jterpadu 

jdan jsistematis‖. j j j 

Prolegnas jmenjadi jsalah jsatu jdari jmekanisme jprogram jlegislasi. 

jKarena jdisamping jProlegnas j(pemerintah/eksekutif) jyang jmenampung 

jrencana-rencana jlegislasi jdari jdepartemendepartemen/LPND, jjuga 

jterdapat jmekanisme jprogram jlegislasi jyang jdikelola joleh jBadan jLegislasi 

j(Baleg) jDPR. jBahkan jjuga jada jprogram jlegislasi jyang jdikelola joleh 

jmasyarakat j(organisasi jprofesi jdan jlembaga jswadaya jmasyarakat). J 
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3. Analisa jTerhadap jUU j1974 jTentang jPerkawinan 

Perkawinan jmerupakan jsuatu jperistiwa jpenting jyang jterjadi jdalam 

jkehidupan jmanusia jdan jdianggap jsebagai jsuatu jperistiwa jyang jsakral jdan 

joleh jkarenanya jsangat jmengandalkan junsur-unsur jreligius jdalam 

jkelangsungannya. jReligiositas jdalam jperkawinan jtergambar jdalam 

jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974 jtentang jPerkawinan j(UU 

jPerkawinan). j 

Definisi jperkawinan jialah jsuatu jikatan jlahir jbatin jantara jseorang 

jpria jdengan jseorang jwanita jsebagai jsuami jisteri jdengan jtujuan jmembentuk 

jkeluarga jyang jbahagia jdan jkekal jberdasarkan jKetuhanan jyang jMaha jEsa. 

jMengingat jpentingnya jKetuhanan jdan jagama jdalam jperkawinan, jakan 

jtimbul jmasalah japabila jperkawinan jdilangsungkan jdengan jagama jyang 

jberbeda. jFenomena jperkawinan jbeda jagama jdi jIndonesia jinilah jyang 

jsampai jsekarang jmasih jmarak jterjadi jtetapi jmenimbulkan jpro jdan jkontra, 

japakah jperkawinan jbeda jagama jdiperbolehkan jatau jtidak, jterlebih jUU 

jPerkawinan jsendiri jtidak jsecara jjelas jmengatur jtentang jperkawinan jbeda 

jagama. jSetiap jagama jpun jmempunyai jpandangan jyang jberbeda-beda 

jmengenai jperkawinan jbeda jagama. 

Ada jperbedaan jpengertian jperkawinan jmenurut jUU jPerkawinan 

jdan jKitab jUndang-Undang jHukum jPerdata j(KUHPerdata). jPasal j26 

jKUHPerdata jmenyatakan jbahwa: j“Undang-undang jmemandang jsoal 

jperkawinan jhanya jdalam jhubungan jperdata”. jArtinya, jperkawinan jyang 

jsah jberdasarkan jKUHPerdata jhanyalah jperkawinan jyang jmemenuhi 

jsyarat-syarat jyang jditetapkan jdalam jKUHPerdata. 
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Berbeda jdengan jperkawinan jmenurut jUU jPerkawinan, jPasal j2 jayat 

j(1) jmenyatakan jbahwa j“Perkawinan jadalah jsah japabila jdilakukan 

jmenurut jhukum jmasing-masing jagama jdan jkepercayaannya jitu”. jDari 

jkedua jpasal jtersebut, jdapat jdilihat jbahwa jperkawinan jmenurut jUU 

jPerkawinan jmementingkan junsur jagama jdan jkepercayaan, jsedangkan 

jdalam jKUHPerdata jtidak. 

UU jPerkawinan jtidak jsecara jjelas jmenerangkan jmengenai jsah jatau 

jtidaknya jperkawinan jbeda jagama. jPenjelasan jdalam jUU jPerkawinan 

jhanya jdituangkan jsecara jtersirat jdalam jdua jpasal, jyaitu:
30

 

 Pasal j2 jayat j(1) jUU jPerkawinan: j“Perkawinan jadalah jsah japabila 

jdilakukan jmenurut jhukum jmasing-masing jagama jdan 

jkepercayaannya jitu”. 

 Pasal j8 jUU jPerkawinan: j―Perkawinan jdilarang jantara jdua jorang 

jyang: j…… jf. jmempunyai jhubungan jyang joleh jagamanya jatau 

jperaturan jlain jyang jberlaku, jdilarang jkawin.” 

 

Menurut jPasal j1 jReglement jop jde jGemengde jHuwelijken j(GHR): 

―Yang jdimaksud jdengan jperkawinan jcampuran jialah jperkawinan 

jantara jorang-orang jyang jdi jIndonesia jada jdi jbawah jhukum jyang 

jberlainan. jTermasuk jdi jsini, jperkawinan jberbeda jagama, jberbeda 

jkewarganegaraan, jdan jberbeda jgolongan jpenduduk j(mengingat 

jadanya jpenggolongan jpenduduk jpada jmasa jHindia jBelanda).‖ 

  

Menurut jPasal j57 jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974 jtentang 

jPerkawinan j(UU jPerkawinan), jyang jdimaksud jdengan jperkawinan 

jcampuran jdalam jUU jini jialah jperkawinan jantara jdua jorg jyang jdi jIndonesia 

jtunduk jpada jhukum jyang jberlainan, jkarena jperbedaan jkewarganegaraan 

jdan jsalah jsatu jpihak jberkewarganegaraan jIndonesia. jDapat jdilihat 

                                                           
 

30
. Lutfiana Dwi Mayasari. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam 

Perkawinan Campuran. Vol. I, No. I, April, 2020. The Indonesian Journal of Islamic Law and 

Civil Law. h.37-58. 
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jpengertian jPerkawinan jCampuran jmenurut jUU jPerkawinan jyang jterdapat 

jdalam jPasal j57, jlebih jsempit jdaripada jpengertian jyang jterdapat jdalam 

jGHR jkarena jperkawinan jbeda jagama jtidak jtermasuk jdalam jpengertian 

jPerkawinan jCampuran jmenurut jUU jPerkawinan. 

Menurut jpendapat jProf jKoesnoe, jperkawinan jcampuran jtidak 

jtermasuk jperkawinan jbeda jagama. jSedangkan jDr jIchtiyanto jberpendapat 

jbahwa jperkawinan jcampuran jdalam jPasal j57 jUU jPerkawinan 

jmengandung j3 jgagasan, jyaitu:
31

 

1. Perkawinan jantara j2 j(dua) jorang jIndonesia jyang jtunduk jpada jhukum 

jyang jberlainan jbeda jagama; 

2. Perkawinan jantara j2 j(dua) jyang jberbeda jkewarganegaraan jdan jsalah 

jsatu jpihak jwarga jnegara jIndonesia; 

3. Perkawinan jantara j2 j(dua) jorang jasing jatau jsesama jwarga jnegara 

jasing. 

Sedangkan jpada jsaat jini jmelihat jpelaksanaan jperkawinan jyang 

jdilangsungkan jdi jluar jIndonesia jantara jseorang jWNI jdengan jseorang 

jWNA jsah jjika jdilangsungkan jmenurut jhukum jyang jberlaku jdi jnegara jdi 

jmana jperkawinan jitu jdilangsungkan jsebagaimana jdiatur jdalam jPasal j56 

jayat j(1) jUU jPerkawinan jyang jberbunyi: 

―Perkawinan jdi jIndonesia jantara jdua jorang jwarganegara jIndonesia 

jatau jseorang jwarganegara jIndonesia jdengan jwarga jnegara jAsing 

jadalah jsah jbilamana jdilakukan jmenurut jhukum jyang jberlaku jdi 

jnegara jdimana jperkawinan jitu jdilangsungkan jdan jbagi jwarganegara 

jIndonesia jtidak jmelanggar jketentuan jUndang-undang jini‖.  
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Namun, jdalam jhal jagar jperkawinan jcampuran jyang jdilangsungkan 

jdi jluar jnegeri jtersebut jdapat jdinyatakan jsah jmenurut jhukum jIndonesia, 

jdalam jwaktu j1 j(satu) jtahun jsetelah jsuami jistri jkembali jke jwilayah 

jIndonesia, jsurat jbukti jperkawinan jmereka jharus jdidaftarkan jdi jKantor 

jCatatan jSipil jyang jmewilayahi jtempat jtinggal jmereka jsebagaimana jdiatur 

jdalam jketentuan jPasal j56 jayat j2 jUU jPerkawinan. 
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BAB jtIII 

METODE jtPENELITIAN 

 

A. Jenis jtdan jtSifat jtPenelitian 

1. Jenis jPenelitian 

Jenis jpenelitian jini jmenggunakan jjenis jpenelitian jlibrary jresearch j(studi 

jkepustakaan), jyaitu jmenjadikan jbahan jpustaka jsebagai jbahan jutama jdalam 

jproses jpenelitian.
1
 Dilihat jtdari jtfokus jtkajiannya, jtmaka jtdapat jtpenulis jtkatakan 

jtbahwa jtpenelitian jtini jttergolong jtjenis jtpenelitian jyuridis jnormatif jtyaitu 

jpenelitian jhokum jyang jmengkaji jhukum jtertulis jdari jberbagai jaspek, jyakni 

jaspek jteori, jsejarah, jfilosofi, jperbandingan, jstruktur jdan jkomposisi, jlingkup 

jdan jmateri, jkonsistensi, jpenjelasan jumum jdan jpasal jdemi jpasal, jformalitas jdan 

jkekuatan jmengikat jsuatu jUU, jserta jbahasa jhukum jyang jdigunakan.
2

 j 

Karena jfokus jkajian jdalam jpenelitian jini jadalah jketetapan jhukum 

yang jmengacu jpada jUndang-Undang jNo. j1 jTahun j1974 jdan jUndang-Undang 

No. j23 jTahun j2006. jPenelitian jhukum jnormatif jberawal jdari jketidakjelasan 

norma, jbaik jkarena jkekosongan jnorma, jkekaburan jnorma, jmaupun 

pertentangan jnorma j(konflik jnorma). jNorma jhukum jdapat jberupa jhukum 

positif jbentukan jlembaga jPerundang-undangan j(Undang-Undang jDasar, 

kodifikasi, jUndang-undang, jPeraturan jPemerintah, jdan jseterusnya) jdan jnorma 

jhukum jtertulis jbentukan jlembaga jperadilan j(judge jmade jlaw), jserta jnorma 

                                                           
 

1
. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), h. 94. 

 
2
. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Perss, 2010), h. 51. 
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jhukum jtertulis jbuatan jpihak-pihak jyang jberkepentingan j(kontrak, jrancangan 

jUndang-Undang).
3
 

2. Sifat jPenelitian 

Dilihat jtdari jtjenis jtpenilitian jtini jtmaka jtdapat jtpenulis jttentukan jtbahwa 

jtsifat jtpenelitian jtini jtbersifat jtpenelitian jtkualitatif jtyang jtmendeskripsikan jtdengan 

jtanalisa jtpenulis jtterhadap jtfenomena jtmasyarakat jtyang jtmarak jtterjadi jtyang 

jtseakan jtmenimbulkan jtpro jtdan jtkontra jtpada jthukum jttertulis jtterhadap jgejala-

gejala jsosial jbudaya jdengan jmenggunakan jkebudayaan jdari jmasyarakat jyang 

jbersangkutan juntuk jmemperoleh jgambaran jmengenai jpola-pola jyang jberlaku.
4
 

Data jyang jdiperoleh jdilapangan jtterkait jtlegalitas jtperkawinan jtbeda 

jtagama jtyang jtdilakukan jtdi jtluar jtnegeri jtmenurut jtundang-undang jt1974 

jttentang jtperkawinan jsehingga jdiperlukan jadanya janalisis jsecara jmendalam. 

jMaka jpendekatan jkualitatiif jakan jlebih jmendorong jpada jpencapaian jdata jyang 

jbersifat jlebih jmendalam jterutama jdengan jketerlibatan jpeneliti jsendiri 

jdilapangan jDalam jpenelitian jkualitatif, jpeneliti jmenjadi jinstrument jutama 

jdalam jmengumpulkan jdata jyang jdapat jberhubungan jlangsung jdengan 

jinstrument jatau jobyek jpenelitian.
5
 

 

B. Sumber jtData 

Sumber jdata jmerupakan jsumber jdarimana jdata jdapat jdiperoleh.
6

 jDalam 

jpenelitian jlain, jsumber jdata jmenjelaskan jtentang jdari jmana jdan jdari jsiapa jdata 

jpenelitian jdiperoleh, jdata japa jsaja jyang jdikumpulkan, jbagaimana jinforman jatau 

                                                           
 

3
. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), h. 52. 

 
4
. Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h.20. 

 
5
. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2. 

6
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rinake 

Cipta, 2001),h.112. 
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jsubjek jtersebut, jdan jdengan jcara jbagaimana jdata jdijaring jsehingga jvaliditasnya 

jdapat jterjamin. jSumber jdata jyang jdigunakan jdalam jpenelitian jini jadalah jsumber 

jdata jprimer jdan jsumber jdata jsekunder. jYaitu jsebagai jberikut: 

1. Data jPrimer 

Data jprimer jpenelitian jadalah jdata jdiperoleh jdengan jmelalui jproses 

jobservasi jsecara jlangsung jdengan jobjek jpenelitian jatau jresponden jdi 

jlapangan.
7

 jBahan jHukum jprimer jberupa jperundangan-undangan, jcatatan-

catatan jresmi, jrisalah jdalam jpembuatan jperundang-undangan jdan jputusan-

putusan jhakim. jDi jdalam jpenelitian jini jmenggunakan jbahan jhukum jperundang-

undangan jyaitu jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974 jTentang jPerkawinan, 

jKemudian jditinjau jdalam jbentuk jberkaitan jdengan jperkawinan jbeda jagama. 

2. Data jSekunder 

Data jsekunder jyaitu jdata jyang jsudah jjadi jbukan jdari jhasil 

jmengumpulkan jdan jmengolah jsendiri. jDalam jpenelitian jini jdata jsekunder 

jsebagai jdata jpendukung jdikumpulkan jdari jlembaga jyang jterkait jdengan jdata-

data jyang jdibutuhkan jseperti jdari jmedia jcetak jmaupun jelektronik jyang 

jmendukung jpenelitian jini.
8

 j 

Bahan jHukum jsekunder jyang jdigunakan jdalam jpenelitian jini jyaitu 

jdengan jbersumber jpada jbuku-buku jtentang jhak jasasi jmanusia, jbuku-buku 

jtentang jperkawinan, jdan jbuku-buku jmengenai jpandangan jtokoh jmengenai 

jperkawinan jbeda jagama jyang jnantinya jbisa jdijadikan jrujukan juntuk jpenelitian 

jperlindungan jhukum jterhadap jperkawinan jbeda jagama jdi jIndonesia jini. 
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C. Teknik jtPengumpulan jtData 

Pengumpulan jdata jadalah jprosedur jyang jsistematik jdan jstandar juntuk 

jmemperoleh jdata jyang jdiperlukan. jPenelitian jini jmenggunakan jteknik 

jpengumpulan jmelalui jprosedur jinventarisasi jdan jidentifikasi jperaturan 

jperundang-undangan, jserta jklasifikasi jdan jsistematisasi jbahan jhukum jsesuai 

jpermasalahan jpenelitian. jOleh jkarena jitu, jteknik jpengumpulan jbahan jhukum 

jyang jdigunakan jdalam jpenelitian jini jadalah jmenggunakan jmetode 

jkepustakaan.
9
 

Adapun jbahan jhukum jyang jdiperoleh jdari jstudi 

kepustakaan (library research), jaturan jperundang-undangan jmaupun jartikel 

jakan jpenulis juraikan jdan jhubungkan jsehingga jdisajikan jdalam jpenulisan jyang 

jsitematis jguna jmenjawab jpermasalahan. jSebagai jcara juntuk jmenarik 

jkesimpulan jdari jhasil jpenelitian jyang jsudah jterkumpul jakan jdipergunakan 

jmetode janalisis jnormative jkualitatif jdengan jmenggunakan jpenafsiran 

jgramatikal, jsistematis jdan joutentik jkarena jpenelitian jini jbertitik jtolak jdari 

jperaturan-peraturan jyang jada jsebagai jnorma jhukum jpositif jsedangkan jkualitatif 

jdimaksudkan janalisis jdata jyang jbertitik jtolak jpada jusaha-usaha jpenemuan jasas-

asas jdan jinformasi jyang jbersifat jungkapan jmonografis jdari jresponden. 

 

D. jTeknik jAnalisis jData 

Dalam jpenggunaan jtekhnis janalisis jdata jpenelitian jyang jdigunakan jyaitu 

jdiperoleh jdalam jpenelitian jkepustakaan, jaturan jperundang-undangan jdan jbahan 

jlain jyang jdigunakan, jdiuraikan jdan jdihubungkan jsedemikian jrupa, jsehingga 
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. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: Rajawali 
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jdisajikan jdalam jpenulisan jyang jlebih jsistematis jguna jmenjawab jpermasalahan 

jyang jtelah jdirumuskan. jSelanjutnya jbahan jhukum jtersebut jdianalisis. jAnalisis 

jbahan jhukum jyang jdilakukan jsebagaimana janalisis jdata jdalam jpenelitian 

jkualitatif jterdiri jdari jtiga jalur, jyaitu: jreduksi jdata, jpenyajian jdata, jdan jpenarikan 

jkesimpulan jatau jverifikasi. 

Analisis jbahan jhukum jmenggunkan janalisis jdeskriptif jkualitatif, jyaitu 

jmetode janalisis jdata jyang jmengelompokkan jdan jmenyeleksi jdata jyang 

jdiperoleh jdari jpenelitian jkepustakaan jmenurut jkualitas jdan jkebenarannya, 

jkemudian jdihubungkan jdengan jteori-teori, jasas-asas, jdan jkaidah-kaidah jhukum 

jsehingga jdiperoleh jjawaban jatas jpermasalahan jyang jdirumuskan.
10

 

Dalam jpenelitian jini jkonsep jmengenai jperkawinan jbeda jagama jyang 

jterkandung jdalam jUndang-Undang jNo. j1 jTahun j1974 jdan jUndang-Undang jNo. 

j23 jTahun j2006 jdianalisis jisinya jsecara jyuridis jdan jfilosofis jserta jdihubungkan 

jdengan jteori-teori jhukum jyang jdipakai, jkemudian jdibandingkan juntuk 

jmenemukan jperbedaan jdan jpertentangan jlalu jdireduksi jbagi jbahan jhukum jyang 

jkurang jvalid jatau jkurang jkuat jdan jselanjutnya jdianalisa juntuk jmenemukan 

jbenang jmerah jdi jantara jkeduanya jterkait jdengan jlegaitas jperkawinan jbeda 

jagama jdi jIndonesia. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Regulasi Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Perkawinan di 

Indonesia 

Problematika jperkawinan jbeda jagama jtelah jada jdi jIndonesia jsejak 

jzaman jkolonial jBelanda. jSejak jsaat jitu jpula jberbagai jperaturan jtelah 

jdikeluarkan joleh jpihak jpenguasa juntuk jmengatur jaspek jhukum jdari 

jperkawinan jbeda jagama. jDalam jhal jini, jPeneliti jakan jmengklasifikasikan 

jpengaturan jperkawinan jbeda jagama jke jdalam jdua jperiode, jyakni jperiode 

jsebelum jdan jsesudah jlahirnya jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974 jtentang 

jPerkawinan. jBerikut jini jadalah juraian jmengenai jdua jperiode jtersebut. 

1. Regulasi jPerkawinan jBeda jAgama jSebelum jLahirnya jUU jNomor j1 

jTahun j1974 

Sebelum jberlakunya jUndang-Undang jNo. j1 jTahun j1974, jdi 

jIndonesia jpernah jada jsuatu jperaturan jhukum jantar jgolongan jyang jmengatur 

jmasalah jperkawinan jbeda jagama. jPeraturan jyang jdimaksud jadalah 

jperaturan jyang jdahulu jdikeluarkan joleh jpemerintah jkolonial jHindia 

jBelanda jyang jbernama jRegeling jop jde jGemengde jHuwelijken j(GHR) jatau 

jPeraturan jtentang jPerkawinan jCampuran. jPeraturan jini jdibuat juntuk 

jmengatasi jterjadinya jbanyak jperkawinan jantara jorang-orang jyang jtunduk 

jpada jhukum jyang jberlainan jseperti jorang jIndonesia jasli jdengan jorang jCina 

jatau jorang jEropa jorang jCina jdengan jorang jEropa, jantara jorang jIndonesia 
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jtetapi jberlainan jagama jataupun jberlainan jasalnya. jPeraturan jini jmulai 

jberlaku jpada jtanggal j29 jDesember j1896, jsebagaimana jdimuat jdalam 

jStaatsblad j1898 jNo. j158.
1
 

G.H.R. jselesai jdirancang jpada jtahun j1896 jdan jdiundangkan jpada 

jtahun j1898. jPada jwaktu jitu jketentuan jtentang jstatute jpersonalia jex jPasal j16 

jA.B. j(Algemene jBepalingen jvan jWetgeving) jmasih jmendasarkan jpada jasas 

jdomisili. jMaka jmengenai jstatute jpersonalia jtersebut jbagi jorang jasing jyang 

jmenjadi jpenduduk jIndonesia jberlaku jhukum jIndonesia jdan jbukan jhukum 

jnasionalnya jsendiri. jJadi, jpada jtahun j1898, jdalam jbidang jhukum 

jperkawinan jyang jperlu jdiperhatikan jadalah japakah jyang jberkepentingan jitu 

jpenduduk jatau jbukan jpenduduk. jKewarganegaraan jtidaklah 

jmempengaruhi jhukum jperkawinan jmana jyang jberlaku. jPerbedaan jhukum 

jperkawinan jhanya jdiadakan jantara jpenduduk jdan jbukan jpenduduk, jdan 

jantara jgolongan-golongan jrakyat j(Europa, jBumiputera jdan jTimur jAsing) 

jtanpa jmemperhatikan jkewarganegaraan jyang jberkepentingan. 

Asas jdomisili jex jpasal j16 jA.B. jbaru jpada jtahun j1915 jdiganti jdengan 

jasas jkewarganegaraan j(nationaliteitsbeginsel). jDi jsamping jitu, jpada jtahun 

j1898 jhanya jada jundang-undang jkewarganegaraan juntuk jbangsa jBelanda 

j(yaitu jWet jop jhet jNederlanderschap jen jhet jIngezetenschap), jmenurut 

jundang-undang jini jhanya jorang- jorang jBelanda jyang jmempunyai 

jkewarganegaraan jBelanda. jMenurut jundang-undang jini jorang-orang 

jBumiputera jdan jTimur jAsing jyang jdilahirkan jdi jIndonesia jadalah jorang 

jasing. 

                                                           
1
 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2015), 79. 
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Perkawinan jbeda jagama jdalam jGHR jdiistilahkan jatau jdigolongkan 

jsebagai jperkawinan jcampuran. jDalam jGHR, jdefinisi jperkawinan 

jcampuran jadalah jpelangsungan jperkawinan jantara jorang-orang jyang jdi 

jHindia jBelanda jtunduk jpada jhukum jyang jberbeda jatau jtunduk jpada jhukum 

jyang jberlainan j(Pasal j1). jTunduk jpada jhukum jyang jberlainan jdiartikan 

jdengan jperbedaan jagamanya, jkewarganegaraannya, jatau jperbedaan 

jasalnya j(keturunannya). jPerbedaan jhukum jkarena jagama, jmisalnya 

jperkawinan jorang jHindia jBelanda jKristen jdengan jorang jHindia jBelanda 

jIslam. jPerbedaan jhukum jkarena jkewarganegaraan, jmisalnya jperkawinan 

jantara jorang jHindia jBelanda jKristen jdengan jorang jEropa jKristen. jSedang 

jperbedaan jasal, jmisalnya jperkawinan jantara jorang jHindia jBelanda jasli 

jIslam jdengan jorang jHindia jBelanda jketurunan j(Tionghoa) jIslam. jMenurut 

jGHR, jperbedaan-perbedaan jtersebut jbukan jmenjadi jpenghalang jterhadap 

jperkawinan j(Pasal j7). 

Dari jaturan jyang jterdapat jdalam jGHR, jdapat jdipahami jbahwa 

jpengertian jperkawinan jcampuran jsebelum jadanya jUU jNo. j1 jTahun j1974 

jadalah jperkawinan jantara jorang-orang jdi jHindia jBelanda jdan jtunduk jpada 

jhukum jyang jberlainan. jTunduk jpada jhukum jyang jberlainan jartinya 

jterdapat jperbedaan jdalam jagama, jperbedaan jkewarganegaraan, jdan 

jperbedaan jasal j(keturunan). jDengan jkata jlain, jperkawinan jcampuran jdi 

jmasa jsebelum jadanya jUU jNo. j1 jTahun j1974 jmenjamin jkebolehan 

jperkawinan jbeda jagama. 

Berdasarkan jpaparan jtersebut, jmaka jperkawinan jbeda jagama 

jsebelum jberlakunya jUU jperkawinan, jtermasuk jdalam jperkawinan 
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jcampuran jyang jdiatur jdalam jGHR, jdan jpelaksanaannya jdicatatkan jdi 

jKantor jCatatan jSipil.
2

 jSementara jitu jdalam jmenentukan jhukum jmana jyang 

jberlaku jbagi jorang-orang jyang jmelakukan jperkawinan jcampuran, jGHR 

jmenyatakan jbahwa jdalam jhal jseorang jperempuan jmelakukan jperkawinan 

jcampuran, jmaka jselama jperkawinannya jitu jbelum jputus, jtunduk jkepada 

jhukum jyang jberlaku jbagi jsuaminya, jbaik jdi jlapangan jhukum jpublik 

jmaupun jhukum jsipil.
3

 jHal jini jsebagaimana jditegaskan jdalam jPasal j2 jGHR. 

 

2. Regulasi jPerkawinan jBeda jAgama jPasca jLahirnya jUU jNomor j1 

jTahun j1974 

Pada jtanggal j2 jjanuari j1974, jPresiden jSoeharto jmengesahkan jUU 

jNo.1 jtahun j1974 jtentang jPerkawinan. jSetelah jmengesahkan jUndang-

Undang jini, jpemerintah jsegera jmengeluarkan jPP jNomor j9 jTahun j1975 

jyang jisinya jmengenai jpelaksanaan jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974 

jdan jjuga jdikeluarkan jPeraturan jMenteri jAgama jpada jjuli j1975 jNo.3 jdan 

jNo.4 jyang jberisikan jkewajiban jpegawai jpencatat jnikah jdan jtata jkerja 

jpengadilan jagama, jserta jcontoh-contoh jakta jnikah, jcerai, jtalak jdan jrujuk. 

Undang-Undang jNomor j1 jTahun j1974 jTentang jPerkawinan 

jmerupakan jUndang-Undang jperkawinan jpertama jdi jIndonesia jdengan jasas 

jmonogami. jUndang-undang jini jdinilai jsebagai jusaha jkeberhasilan 

jorganisasi jperempuan jdi jIndonesia juntuk jmenjunjung jdan jmelindungi jhak-

hak jperempuan jdalam jsebuah jperkawinan. jDengan jadanya jperbedaan 

jsistem jperkawinan jyang jdigunakan jsejak jsebelum jIndonesia jmerdeka, 

                                                           
2
 Sri Wahyuni, ―Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia,‖ In Right: 

Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2011): 137. 
3
 Sri Wahyuni, ―Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,‖ Al-Risalah: Jurnal 

Ilmu Syariah Dan Hukum 14, no. 2 (Desember 2014): 3. 
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joraganisasi jperempuan jberusaha jkeras juntuk jmengusulkan jsuatu jUndang-

Undang jperkawinan jyang jdapat jdijadikan jtolok jukur jaturan jperkawinan 

jseluruh jmasyarakat jIndonesia.
4

 jDengan jadanya jUndang-Undang 

jperkawinan jbanyak jhal jyang jdapat jberubah jkedepanya, jtermasuk jhalnya 

jmengenai jperkawinan jbeda jagama. 

UU jPerkawinan jmemberikan jperanan jyang jsangat jmenentukan 

jsah/tidaknya jsuatu jperkawinan jkepada jhukum jagama jdan jkepercayaan 

jmasing-masing jcalon jmempelai. jKeadaan jtersebut jtampak jjelas jdalam 

jPasal j2 jUU jPerkawinan jyaitu jbahwa j―Perkawinan jadalah jsah japabila 

jdilakukan jmenurut jagama jdan jkepercayaannya jmasing-masing.‖ jDalam 

jpenjelasan jPasal j2 jayat j(1) jdinyatakan jbahwa jtidak jada jperkawinan jdi jluar 

jhukum jagamanya jdan jkepercayaannya jitu. j 

Hazairin, jsecara jtegas jdan jjelas jmemberikan jpenafsiran jpasal j2 

jtersebut jbahwa jbagi jorang jIslam j jtidak jada jkemungkinan juntuk jkawin 

jdengan jmelanggar j―hukum jagamanya jsendiri‖. jDemikian jjuga jbagi jorang 

jKristen, jdan jbagi jorang jHindu. jKarena jitu, jmaka jberarti jjalan jbuntu jbagi 

jpara jcalon jmempelai jyang jberbeda jagama junuk jmelaksanakan jperkawinan 

jantar jagama. jKarena, jdi jsamping jperaturan jdalam jPasal j2 jini, jmereka jjuga 

jtidak jmungkin jmenggunakan jperaturan jperkawinan jcampuran jdalam jBab 

jXII jpasal j57 jUU jPerkawinan, jyang jtidak jmengatur jtentang jperkawinan 

jantara jagama.
5
 

                                                           
4
 Khiyaroh, ―Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan,‖ Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 7, no. 1 (June 2020): 9. 
5
 Wahyuni, ―Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia,‖ 138. 
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Dalam jperkembangannya, jpasca jdiberlakukannya jUU jPerkawinan 

jmuncul jperaturan-peraturan jdi jbidang jperkawinan jyang jjuga jturut jmemberi 

jkejelasan jmengenai jhukum jpernikahan jbeda jagama. jSebagai jregulasi jyang 

jmengatur jperkawinan jbagi jumat jIslam jdi jIndonesia, jKHI jsendiri jsecara 

jtegas jmelarang jadanya jperkawinan jbeda jagama. 

KHI jmenganggap jbahwa jbeda jagama jsebagai jkekurangan jsyarat 

jperkawinan. jDalam jKHI jBab jVI jterdapat jketentuan jtentang jlarangan jkawin 

jpasal j40 jdan j44; jBab jX jtentang jpencegahan jperkawinan jpasal j61; jdan 

jlarangan jkepada jseorang jpria jkawin jdengan jwanita jyang jtidak jberagama 

jIslam j(pasal j40 jhuruf jc); jserta jseorang jwanita jmuslimah jdilarang jkawin 

jdengan jseorang jpria jyang jtidak jberagama jIslam j(pasal j44). 

Apabila jpasal-pasal jdi jatas jdikaitkan jdengan jPasal j2 jayat j(1) 

jUndang-Undang jPerkawinan, jmaka jsetiap jorang jyang jingin jmelakukan 

jpernikahan jharus jmenganut jagama jyang jsama. jJika jterjadi jpernikahan jyang 

jberbeda jagama jdianggap jpernikannya jtidak jsah. 

Agar jlebih jjelas jmengetahui jhubungan jpasal jpernikahan jbeda 

jagama jantara jUU jPerkawinan jdan jKHI jdapat jdilihat jdari jtabel jberikut.6 

No Peraturan jPerundang-

undangan jdi jIndonesia 
Isi Keterangan 

1 UU jNo. j1 jtahun j1974 Bahwa jperkawinan 

jadalah jsah, japabila 

jdilakukan jmenurut 

jhukum jmasing-

masing jagama jdan 

jkepercayaannya jitu. 

Tidak jboleh jseorang 

jMuslim jmenikah 

jdengan jcara jatau 

jmenurut jagama 

jNasrani jatau jsebalik-

nya. jHal jini jtidak 

jmemungkinkan jper-

nikahan jbeda jagama. 

 

                                                           
6
 Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, and Srimurhayati, ―Perkawinan Beda Agama Dalam 

Perspektif Hukum Islam,‖ Hukum Islam XVIII, no. 2 (Desember 2018): 147. 
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2 Kompilasi jHukum 

jIslam jPasal j4 

Perkawinan jadalah 

jsah, japabila jdilaku-

kan jmenurut jhukum 

jIslam. 

Seorang jMuslim 

jtidak jsah 

jpernikahan-nya jbila 

jdilakukan jdi jmenurut 

jhukum jagama jlain. 

jHal jini jtidak 

jmemungkinkan 

jpernikahan jbeda 

jagama 

 

3 Pasal j40 jhuruf jc 

jKompilasi jHukum 

jIslam 

Dilarang 

jmelangsungkan 

jperkawinan: 

-Seorang jwanita 

jyang jmasih jberada 

jdalam jmasa jiddah 

jdengan jpria jlain; 

-Seorang jwanita 

jyang jtidak jberagama 

jIslam. 

 

Dilarang jmenikahi 

jSeorang jwanita jyang 

jtidak jberagama 

jIslam. jHal jini jtidak 

jmemungkinkan jper-

nikahan jbeda jagama. 

4 Pasal j44 jKompilasi 

jHukum jIslam 

Seorang jwanita jIslam 

jdilarang jme-

langsungkan 

jperkawinan jdengan 

jseorang jpria jyang 

jtidak jberagama 

jIslam. 

Tegas jdilarang jnikah 

jbeda jagama. 

 

Selain jUU jPerkawinan jdan jKHI, jlarangan jnikah jbeda jagama jdi 

jIndonesia jsecara jregulatif jadalah jkuat. jPada jpertengahan jJuni j2015, 

jMahkamah jKonstitusi jmenyatakan jlarangan jmenikahi jpasangan jyang 

jberbeda jagama. jDalam jhal jini jMahkamah jKonstitusi jmengeluarkan 

jputusan jyang jmenolak juji jmateri jterhadap jsejumlah jpasal jdalam jUndang-

Undang jNomor j1 jTahun j1974 jTentang jPerkawinan, jberdasarkan jputusan 

jMahkamah jKonstitusi jNomor j68/PUU-XII/2014. jKarena jitu, jpelarangan 

jnikah jbeda jagama jseperti jyang jdiatur jdalam jUndang-Undang jNomor j1 

jTahun j1974 jTentang jPerkawinan jtidaklah jmelanggar jkonstitusi, jwalaupun 

jkelima jpemohon juji jmateri jmenganggap jbahwa jputusan jMahkamah 
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jKonstitusi jtersebut jdiskriminatif, jsebab jtidak jmengindahkan jhak-hak jsipil 

jwarga jnegara.7 

Berdasarkan jpembahasan jdi jatas, jmaka jdapat jdisimpulkan jbahwa 

jpernikahan jbeda jagama jdi jIndonesia jtidak jmemiliki jkekuatan jhukum. 

jSebab jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974 jTentang jPerkawinan jBab j1 

jPasal j2 jayat j(1), jKompilasi jHukum jIslam jPasal j40 jayat j(c) jdan jPasal j44, 

jserta jputusan jMahkamah jKonstitusi jNomor: j68/PUU-XII/2014 jtelah 

jmelarang jpernikahan jbeda jagama. jMelakukan jpernikahan jbeda jagama 

jberarti jtidak jmengindahkan jUndang-Undang jdan jperaturan jyang jberlaku 

jdi jnegeri jini. jKonsekuensi jlogisnya, jpasti jakan jmengalami jberbagai 

jpermasalahan jdalam jrumah jtangganya, jsehingga jtidak jmungkin jdapat 

jmewujudkan jkeluarga jyang jsakinah. 

 

B. Legalitas jPerkawinan jBeda jAgama jyang jDilakukan jdi jLuar jNegeri 

jMenurut jUU jNo. j1 jTahun j1974 jTentang jPerkawinan 

1. Aspek jMateril jdan jFormil jPerkawinan jBeda jAgama jyang jDilakukan 

jdi jLuar jNegeri jMenurut jUU jPerkawinan 

Jika jmengacu jpada jsub jbahasan jsebelumnya, jmaka jsudah jdiketahui 

jdengan jjelas jbahwa jhukum jasal jdari jperkawinan jbeda jagama jmenurut jUU 

jPerkawinan jialah jtidak jdiperbolehkan. jHal jini jdikarenakan jkonsep 

jperkawinan jcampuran jyang jdijelaskan jdalam jUU jPerkawinan jtidak 

jmenjadikan junsur jperbedaan jagama jsebagai jsuatu jhal jyang jdiperbolehkan 

jdalam jperkawinan. jJadi jberdasarkan jketentuan jundang-undang 

                                                           
7
 Jalil, ―Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di 

Indonesia,‖ 65. 
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jperkawinan, jtidak jdikenal jperkawinan jbeda jagama, jsehingga jpembahasan 

jkerangka jkonsep jdemikian jakan jterhenti. jAkan jtetapi japabila jfenomena 

jperkawinan jbeda jagama jyang jdilangsungkan jdi jluar jnegeri jdikaitkan 

jdengan jkerangka jHukum jPerdata jInternasional jmaka jbanyak jhal jyang 

jdapat jdicermati. 

Perkawinan jbeda jagama jyang jdilangsungkan jdi jluar jnegeri japabila 

jdilihat jdari jkacamata jhukum jmemiliki jdua jaspek. jPertama, jperkawinan 

jtersebut jdilakukan joleh jdua jorang jyang jberbeda jagama jatau jberbeda 

jkeyakinan. jKedua, jperkawinan jtersebut jdilangsungkan jdi jluar jwilayah 

jIndonesia, jsehingga jberlaku jhukum jIndonesia jmaupun jhukum jtempat 

jdimana jperkawinan jtersebut jdilangsungkan j(lex jloci jcelebrationis).
8
 

Berdasarkan jketentuan jPasal j56 jUUP jmenyatakan jbahwa 

jperkawinan jyang jdilangsungkan jdi jluar jIndonesia jantara jdua jorang 

jwarganegara jIndonesia jatau jseorang jwarganegara jIndonesia jdengan 

jwarganegara jasing jadalah jsah jbilamana jdilakukan jmenurut jhukum jyang 

jberlaku jdi jnegara jdi jmana jperkawinan jitu jdilangsungkan jdan jbagi 

jwarganegara jIndonesia jtidak jmelanggar jketentuan jundang-undang jini. jHal 

jini jberarti jjika jsuatu jperkawinan jyang jdilakukan jdi jluar jnegeri jtidak jsesuai 

jdengan j jsalah jsatu jhukum jyang jberlaku, jbaik jitu jhukum jdi jIndonesia 

jataupun jhukum jdi jnegara jtempat jdilakukannya jakad, jmaka jperkawinan 

jtersebut jtidak jsah. 

Sebelum jmembahas jtentang jhukum jperkawinan jbeda jagama jyang 

jdilakukan jdi jluar jnegeri, jsangat jpenting juntuk jmengetahui jkonsep 

                                                           
8
 Gusti Ayu Tirtawati and Retna Dwi Savitri, ―Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda 

Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia,‖ Jurnal Hukum Prioris 2, no. 3 

(September 2009): 180. 
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jperkawinan jyang jdilegalkan jmenurut jUndang-Undang jPerkawinan. 

jSecara jumum, juntuk jmengetahui jlegal jatau jtidaknya jsuatu jperkawinan 

jdapat jdilihat jdari jsyarat jformal jdan jmaterialnya. jDalam jkonteks 

jperkawinan jbeda jagama jyang jdilakukan jdi jluar jnegeri, jmaka jperkawinan 

jtersebut jdapat jdikatakan jlegal japabila jmengikuti jperaturan jyang jberlaku jdi 

jmasing-masing jnegara. jBerikut jini jPeneliti jakan jmenguraikan jlegalitas 

jtersebut jdari jdua jaspek, jyakni jaspek jformal jdan jmaterial. 

a. Aspek jMaterial 

Undang-Undang jNomor j1 jTahun j1974 jmengatur jtentang jsyarat-

syarat jperkawinan jpada jBab jII jyang jmeliputi jsyarat jmateriil jdan jformil. 

jSyarat jmateriil jyaitu jsyarat jyang jberkaitan jdengan jinti jatau jpokok jdalam 

jmelangsungkan jpernikahan. jAdapun jsyarat jmateriil jyang jdapat 

jdisimpulkan jdari jPasal j6 js/d jPasal j11 jadalah jsebagai jberikut. 

a) Perkawinan jharus jdidasarkan jatas jpersetujuan jkedua jcalon 

jmempelai. 

b) Untuk jmelangsungkan jperkawinan, jseorang jyang jbelum jberusia j21 

jtahun jharus jmendapatkan jizin jkedua jorang jtuanya jatau jsalah jsatu 

jorang jtuanya japabila jsalah jsatunya jtelah jmeninggal jdunia jatau 

jwalinya japabila jkedua jorang jtuanya jtelah jmeninggal jdunia. 

c) Perkawinan jhanya jdiizinkan jjika jpihak jpria jsudah jmencapai jumur 

j19 jtahun jdan jpihak jwanita jsudah jmencapai jumur j16 jtahun. jApabila 

jterdapat jpenyimpangan jmaka jharus jmendapatkan jizin jdari 

jpengadilan jatau jpejabat jyang jditunujuk joleh jkedua jorang jtua jpihak 

jpria jmaupun jwanita. 
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d) Seorang jyang jmasih jterikat jperkawinan jdengan jorang jlain jtidak 

jdapat jmelangsungkan jperkawinan jlagi jkecuali jmemenuhi jPasal j3 

jayat j(2) jdan jPasal j4 jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974. 

e) Apabila jsuami jdan jistri jyang jtelah jcerai jkawin jlagi jsatu jdengan 

jyang jlain jdan jbercerai jlagi juntuk jkedua jkalinya, jmaka jdiantara 

jmereka jtidak jboleh jdilangsungkan jperkawinan jlagi, jsepanjang 

jhukum, jmasing-masing jagama jdan jkepercayaan jitu jdari jyang 

jbersangkutan jtidak jmenentukan jlain. 

f) Bagi jseorang jwanita jyang jputus jperkawinanya jberlaku jjangka 

jwaktu jtunggu. 

Syarat-syarat jdi jatas jtidak jbisa jdijadikan jdasar jmutlak jbagi 

jterpenuhinya jaspek jmateriil jperkawinan. jSebab jUU jPerkawinan jsendiri 

jmasih jmengatur jsecara jglobal jtentang jperkawinan jdan jbagi jhal-hal 

jpraktis jyang jbersifat jkhusus jdiserahkan jpada jhukum jagama. jMisalkan 

jdalam jagama jIslam, jselain jsyarat-syarat jyang jdisebutkan joleh jUU 

jPerkawinan jdi jatas, jterdapat jsyarat jlain jyang jjuga jdisebutkan jdalam 

jKompilasi jHukum jIslam j(KHI). 

Dalam jkonteks jperkawinan jbeda jagama jyang jdilakukan jdi jluar 

jnegeri, jsyarat jyang jmenjadi jpenghambat jterpenuhinya jaspek jmateriil 

jialah jkedua jmempelai jharus jseagama. jDalam jbeberapa jPasal, jKHI 

jmenegaskan jbahwa jPerkawinan jbeda jagama jdalam jKompilasi jHukum 

jIslam j(KHI) jdiatur jdalam jPasal j40 jhuruf j(c) jdan jPasal j44, jyang jpada 

jdasarnya jKHI jmelarang jadanya jpernikahan jbeda jagama jantara jlaki-laki 

jmuslim jdengan jwanita jselain jberagama jIslam jbaik jwanita jmusyrik 
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jataupun jAhli jKitab. jBegitu jjuga jsebaliknya, jwanita jmuslimah jdilarang 

jmenikah jdengan jlaki-laki jnonmuslim. 

Berdasarkan juraian jpasal-pasal jdi jatas jdapat jdiketahui jbahwa jdari 

jaspek jmateriil, jhukum jperkawinan jdi jIndonesia jtidak jmelegalkan 

jperkawinan jbeda jagama. jHal jini jtentu jberimplikasi jpada jlegalitas 

jperkawinan jbeda jagama jyang jdilakukan jdi jluar jnegeri. jMeskipun jdi 

jnegara jtempat jdilakukannya jakad jtersebut jmelegalkan jperkawinan jbeda 

jagama, jnamun jsecara jhukum jperkawinan jtersebut jtidak jsah jmenurut 

jhukum jyang jberlaku jdi jIndonesia. jHal jini jmengacu jpada jPasal j56 jUU 

jPerkawinan jyang jmengharuskan jperkawinan jdilakukan jsesuai jdengan 

jhukum jyang jberlaku jdi jIndonesia. 

 

b. Aspek jFormal 

Sedangkan jsyarat jformil jyaitu jtentang jtata jcara jperkawinan jyang 

jdisebutkan jpada jPasal j12 jUndang-Undang jNomor j1 jTahun j1974, 

jdirealisasikan jdalam jPeraturan jPemerintah jNomor j9 jTahun j1975 jPasal j3 

js/d jPasal j13. jSecara jsingkat jsyarat jformil jini jdapat jdiuraikan jsebagai 

jberikut: 

a) Setiap jorang jyang jakan jmelangsungkan jperkawinan jharus 

jmemberitahukan jkehendaknya jkepada jPegawai jPencatat 

jPerkawinan jdi jmana jperkawinan jitu jakan jdilangsungkan, 

jdilakukan jsekurang-kurangnya jhari jsebelum jperkawinan 

jdilangsungkan. jPemberitahuan jdapat jdilakukan jlisan/tertulis joleh 

jcalon jmempelai/orang jtua/wakilnya. jPemberitahuan jitu jantara jlain 
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jmemuat: jnama, jumur, jagama, jtempat jtinggal jcalon jmempelai 

j(Pasal j3-5). 

b) Setelah jsyarat-syarat jditerima jPegawai jPencatat jPerkawinan jlalu 

jditeliti, japakah jsudah jmemenuhi jsyarat/belum. jHasil jpenelitian 

jditulis jdalam jdaftar jkhusus juntuk jhal jtersebut j(Pasal j6-7). 

c) Apabila jsemua jsyarat jtelah jdipenuhi jPegawai jPencatat jPerkawinan 

jmembuat jpengumuman jyang jditandatangani joleh jPegawai 

jPencatat jPerkawinan jyang jmemuat jantara jlain: 

1) Nama, jumur, jagama, jpekerjaan, jdan jpekerjaan jcalon jpengantin. 

2) Hari, jtanggal, jjam jdan jtempat jperkawinan jakan jdilangsungkan 

j(Pasal j8-9) 

d) Barulah jperkawinan jdilaksanakan jsetelah jhari jke jsepuluh jyang 

jdilakukan jmenurut jhukum jmasing-masing jagamanya jdan 

jkepercayaannya jitu. jKedua jcalon jmempelai jmenandatangani jakta 

jperkawinan jdihadapan jpegawai jpencatat jdan jdihadiri joleh jdua 

jorang jsaksi, jmaka jperkawinan jtelah jtercatat jsecara jresmi. jAkta 

jperkawinan jdibuat jrangkap jdua, jsatu juntuk jPegawai jPencatat jdan 

jsatu jlagi jdisimpan jpada jPanitera jPengadilan. jKepada jsuami jdan 

jIstri jmasing-masing jdiberikan jkutipan jakta jperkawinan j(Pasal j10- 

j13). 

Menurut analisis Peneliti, apabila jdalam jsyarat jmateriil jUU 

jPerkawinan jmengharuskan jkedua jmempelai jharus jseagama, jmaka jsyarat 

jformiil jmengharuskan jbahwa jproses jpelaksanaan jperkawinan jharus 

jdilakukan jsesuai jdengan jtata jcara jyang jdisahkan joleh jagama. jKeberadaan 
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jsyarat jini jsecara jlangsung jmenjadi jfaktor jtidak jterpenuhinya jaspek jformil 

jperkawinan jbeda jagama, jbaik jitu jyang jdilakukan jdi jdalam jnegeri jataupun 

jdi jdalam jnegeri. jKarena jtata jcara jperkawinan jdalam jmasing-masing 

jagama jmemiliki jperbedaan jantara jsatu jsama jlainnya. jOleh jsebab jitu, 

Peneliti berpendapat bahwa jhukum jperkawinan jdi jIndonesia jtidak 

jmengakui jperkawinan jyang jdilakukan jmelalui jtata jcara jyang jtidak jsesuai 

jdengan jagama jdan jkepercayaan jyang jdianut jkedua jmempelai. 

 

2. Keberlakuan jHukum jPerkawinan jBeda jAgama jdalam jUU 

jPerkawinan jMenurut jHukum jPerdata jInternasional 

Perkawinan jbeda jagama jyang jdilangsungkan jdi jluar jnegeri, 

jsesungguhnya jtelah jmenimbulkan jpersoalan-persoalan jdi jbidang jHukum 

jPerdata jInternasional. jKarena jperkawinan jtermasuk jke jdalam jstatus 

jpersonal jyang jdi jdalam jHukum jPerdata jIntemasional. jDalam jhal jini 

jIndonesia jtunduk jpada jketentuan jalgemene jbepalingen jvan jwetgeving 

j(AB). jPasal j16 jAB jyang jmenyatakan jbahwa jbagi jwarga jnegara jIndonesia 

jdimanapun jberada jakan jtunduk jpada jhukum jIndonesia. 

Pasal j16 jAB jtersebut jmenganut jasas jnasionalitas, jyakni jasas jyang 

jmemberlakukan jhukum jnasional jseseorang jyang jberlaku jdalam 

jmenentukan jstatus jpersonal jseseorang. jHal jini jberarti jWarga jNegara 

jIndonesia jyang jberada jdi jluar jnegeri, jsepanjang jmengenai jhal-hal jyang 

jterkait jdengan jstatus jpersonalnya, jtetap jberada jdi jbawah jlingkungan 

jkekuasaan jhukum jnasional jIndonesia, jbegitupun jsebaliknya jmenurut 

jjurisprudensi jyang jberlaku, jorang-orang jasing jyang jberada jdalam jwilayah 
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jRepublik jIndonesia jdipergunakan jjuga jhukum jnasional jmereka jsepanjang 

jhal jtersebut jmasuk jdalam jbidang jstatus jpersonal jmereka.
9
 

Hal jini jberarti jbahwa jperkawinan jantar jwarganegara jIndonesia 

jyang jdilangsungkan jdi jluar jnegeri jtetap jtunduk jpada jketentuan jhukum 

jIndonesia. jAsas-asas jHukum jPerdata jInternasional jyang jdigunakan juntuk 

jmengatur jvaliditas jformil jperkawinan jdidasarkan jpada jasas jlocus jregit 

jactum, jditerima jasas jbahwa jvaliditas/persyaratan jformal jsuatu jperkawinan 

jditentukan jberdasarkan jlex jloci jcelebrationis. jSelain jitu, jasas-asas jyang 

jdigunakan juntuk jmengatur jvaliditas jmateriil jperkawinan jadalah: 

a. Menurut jasas jlex jloci jcelebrationis jbahwa jvaliditas jmateriil 

jperkawinan jharus jditetapkan jberdasarkan jkaidah jhukum jdari 

jtempat jdimana jperkawinan jdiresmikan/dilangsungkan. j 

b. Validitas jmateriil jsuatu jperkawinan jditentukan jberdasarkan 

jsistem jhukum jdari jtempat jmasing-masing jpihak jmenjadi jwarga 

jnegara jsebelum jperkawinan jdilangsungkan. 

c. Validitas jmateriil jperkawinan jharus jditentukan jberdasarkan 

jsistem jhukum jdari jtempat jmasing-masing jpihak jberdomisili 

jsebelum jperkawinan jdilangsungkan. j 

d. Validitas jmateriil jperkawinan jharus jditentukan jberdasarkan 

jsistem jhukum jdari jtempat jdilangsungkannya jperkawinan j(locos 

jcelebrationis), jtanpa jmengabaikan jpersyaratan jperkawinan jyang 

                                                           
9
 Fatahullah, Israfil, and Sri Hariati, ―Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama 

Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia,‖ Jurnal Kompilasi Hukum 5, no. 1 (June 

2020): 44. 
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jberlaku jdi jdalam jsistem jhukum jpara jpihak jsebelum jperkawinan 

jdilangsungkan.
10

 

Dengan jdemikian japabila jperkawinan jtersebut jdilangsungkan jdi 

jluar jnegeri, jbaik jyang j jdilakukan joleh jsesama jwarganegara jIndonesia 

jataupun jwarganegara jIndonesia jdengan jwarganegara jasing jharus 

jberlandaskan jasas-asas jdi jatas. jHal jtersebut jsesuai jdengan jketentuan jPasal 

j56 jUU jPerkawinan. jJika jwarganegara jIndonesia jyang jberbeda jagama 

jmenikah jdi jluar jnegeri, jyaitu jmisalnya jdi jhadapan jcatatan jsipil jsetempat 

jdan jtetap jmempertahankan jagamanya jmasing-masing jmaka jperkawinan 

jtersebut jadalah jsah jmenurut jhukum jtempat jdimana jperkawinan jtersebut 

jdilaksanakan. jAkan jtetapi jtidak jsah jmenurut jhukum jIndonesia jsesuai 

jdengan jketentuan jPasal j16 jAB jserta jPasal j56 jUU jPerkawinan, jkarena 

jperkawinan jtersebut jdilangsungkan jdengan jmelanggar jketentuan jUU 

jPerkawinan. jDalam jhal jini jmelanggar jketentuan jPasal j2 jayat j(1) jUU 

jPerkawinan jyang jmenyatakan jbahwa jPerkawinan jadalah jsah, japabila 

jdilakukan jmenurut jhukum jmasing-masing jagamanya jdan jkepercayaannya 

jitu. 

Hal jini jberarti jbahwa japabila jperkawinan jtersebut jtidak 

jdilaksanakan jberdasarkan jagama jdan jkepercayaannya jmaka jperkawinan 

jtersebut jtidak jsah. jKetentuan jPasal j2 jUU jPerkawinan jini jmerupakan 

jketentuan jyang jbersifat jmemaksa jsehingga jmerupakan jketertiban jumum 

jbagi jwarga jnegara jIndonesia, jsehingga jtidak jbisa jdilanggar. jApabila 

jketentuan jtersebut jdilanggar jmaka jperkawinan jtersebut jdapat jdibatalkan. 

                                                           
10

 Anita Kamilah, ―Keabsahan Perkawinan Beda Agamayang Dilaksanakan Di Luar 

Negeri,‖ TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 1, no. 1 (March 2018): 123. 
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jLagi jpula jperkawinan jyang jdilangsungkan jdi jluar jnegeri jitu jadalah 

jperkawinan jsipil jyang jtidak jdikenal jdalam jUU jPerkawinan.
11

 

Mengkaji jpada jteori-teori jHPI jdi jbidang jperkawinan jtersebut, j 

jmaka jtidak jdibenarkan jbagi jpasangan jcalon jsuami jistri jyang jmelakukan 

jperkawinan jdi jluar jnegeri jtanpa jmempersoalkan jkeagaamaan. jDi jsisi jlain j 

jnegara jtempat jdi jmana jperkawinan jitu jdilangsungkan jjuga jtetap j jharus 

jmemperhatikan jsistem jhukum jmateril jdari jmasing-masing jdomisili 

jpasangan jataupun jpersyaratan jperkawinan jdari jsistem jhukum jpara jpihak 

jyang jdalam jhal jini jadalah jUndang-Undang jNo. j1 jTahun j1974 jTentang 

jPerkawinan jkhususnya jPasal j2 jayat j(1) jyang jmenyebutkan jbahwa: 

j―Perkawinan jadalah jsah japabila jdilakukan jmenurut jhukum jmasing-masing 

jagama jdan jkepercayaannya jitu‖. 

Tindakan jpasangan jcalon jsuami jistri jyang jberbeda jagama 

jkemudian jmelakukan jperkawinan jdi jluar jnegeri jdisebut jdengan jistilah 

jpenyelundupan jhukum. jDalam jbahasa jBelanda jdikenal jdengan jistilah 

j―Wetsontduiking”, jistilah jPerancis, j―fraude j ja jla jloi, jistilah jLatin, 

j―Gesetzesumgehung”, jdan jistilah jInggris, j―fraudulent jcreation jof jpoint 

jcontact‖. jYaitu jcara jyang jdilakukan jpasangan jyang jmemiliki jperbedaan 

jkeagamaan jtersebut juntuk jmendapatkan jkeabsahan jperkawinan jdi jsuatu 

jnegara jyang jtidak jmempersoalkan jperbedaan jkeagamaan, jtetapi jdengan 

jcara jmelanggar jaturan jhukum jnasionalnya.
12

 jAkibat jpenyelundupan 

jhukum jperkawinan jtersebut jberakibat jbahwa jsikap jtindak jhukum jtersebut 

jbatal jdemi jhukum jyang jdikenal jdengan jasas j“fraus jomnia jcorrumpit”. 

                                                           
11

 Tirtawati and Savitri, ―Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang 

Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia,‖ 182. 
12

 Kamilah, ―Keabsahan Perkawinan Beda Agamayang Dilaksanakan Di Luar Negeri,‖ 125. 
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C. Kedudukan jPerkawinan jBeda jAgama jyang jDilakukan jdi jLuar jNegeri 

Rumusan jpenjelasan jpasal j2 jayat j(1) jUndang-undang jNomor j1 jTahun 

j1974 jsebenarnya jdapat jmenjadi jdasar jhukum jpenolakan jnegara jterhadap 

jpelaksanaan jperkawinan jdi jluar jketentuan jyang jdiatur jagama. jDengan jkata jlain, 

jnegara jtidak jdapat jmencatatkan jperkawinan jbeda jagama jdimana jpun 

jdilaksanakannya, jkarena jtelah jmenyimpang jdari jnorma jagama jmasing-masing 

jpihak jyang jmelangsungkan jperkawinan. jNamun, jpemahaman jini jdimentahkan 

jsendiri joleh jUndang-undang jNomor j1 jTahun j1974 jmelalui jpasal j56 jyang 

jmenyatakan jperkawinan jsah jdilakukan jdi jluar jnegeri japabila jsesuai jdengan 

jperaturan jperundang-undangan jditempat jdilangsungkannya jperkawinan. 

jMeskipun jkemudian jjuga jditambah jdengan jtidak jmelanggar jUndang-undang 

jNomor j1 jTahun j1974, jtetapi jtampak jtidak jmenambahkannya jsebagai jsuatu 

jsyarat jkeabsahan. 

Berkenaan jdengan jhal jtersebut jProf jWahyono jDarmabrata jberpendapat 

jbahwa jperumusan jPasal j56 jUndang-Undang jPerkawinan jdapat jmenimbulkan 

jmasalah jdan jdapat jdipergunakan juntuk jmenyelundupi jpasal j2 jUndang-undang 

jPerkawinan. jPelaksanaan jperkawinan jmenurut jpasal j56, jyang jisinya jkurang 

jlebih jsama jdengan jpasal j83 jKitab jUndang-undang jHukum jPerdata, jtidak jakan 

jmenimbulkan jmasalah, jjika jperkawinan jhanya jdilihat jdari jsegi jperdatanya jsaja, 

jberdasarkan jpasal j26 jKitab jUndang-undang jHukum jPerdata. jNamun, jtidaklah 

jdemikian jjika jdikaitkan jdengan jketentuan jpasal j2 jUndang-Undang 

jPerkawinan. jPerkawinan jyang jdilangsungkan jdi jluar jnegeri, jtetap jharus 

jdilaksanakan jsesuai jdengan jhukum jmasing-masing jagama jdan jkepercayaannya 
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jmasing-masing, jtidak jdapat jditentukan jsesuai jdengan jnormalitas jyang jberlaku 

jdi jNegara jdimana jperkawinan jdilangsungkan.
13

 

Pada jtanggal j29 jMaret j1994, jMahkamah jAgung jmelalui jputusan jNo. 

j1634K/Pdt/1994 jmenegaskan jbahwa jhukum jagama jmenjadi jlandasan j j jfilosofis 

jdan jlandasan jhukum jkeabsahan jperkawinan. jDalam jpertimbangan jhukumnya, 

jMahkamah jAgung jberpendapat: 

a. Tidak jtepat jpendapat jyang jmengatakan jada jkekosongan jhukum jyang 

jmengatur jperkawinan jantara jcalon jmempelai jyang jberlainan jagama; 

b. Tidak jdapat jdibantah joleh jsiapapun, jsetiap jpemeluk jagama jyang jada jdi 

jIndonesia, jmasing-masing jmempunyai jhukum jagama jyang jmengatur 

jkeabsahan jperkawinan, jdan jsetiap jhukum jagama jyang jbersangkutan 

jmasing-masing jmemiliki jperbedaan jnilai jdan jsyarat; 

c. Oleh jkarena jitu, jtidak jmungkin jdilakukan jperkawinan jyang jada jdi 

jIndonesia, jmasing-masing jmempunyai jhukum jagama jyang jmengatur 

jkeabsahan jperkawinan, jdan jsetiap jhukum jagama jyang jbersangkutan 

jmasing-masing. jDisamping jitu, jpasal j56 jhanya jmengatur jpernikahan jdi 

jluar jnegeri jdan jbukan jmengatur jkeabsahan jperkawinan.
14

 

Pasal j56 jayat j(1) jUndang-undang jNomor j1 jTahun j1964 jjuga jhanya 

jmenegaskan jsurat jbukti jperkawinan jharus jdidaftarkan jdi jkantor jpencatatan 

jperkawinan. jMenurut jpasal j2 jayat j(1) jdan jayat j(3) jPP jNomor j9 jTahun j1975, 

jkantor jpencatatan jperkawinan jbagi jpasangan jyang jberagama jIslam jdan jnon-

Islam jberbeda. jHal jini jberarti jsecara jimplisit jyuridis jperkawinan jyang 

                                                           
13

 Nurul Khomsah, ―Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri‖ 

(Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 51. 
14

 Khomsah, 55. 
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jdicatatkan jharus jdilakukan jatas jpersyaratan jpasangan jyang jsama jagama. 

jSementara jitu, jsebagian jbesar jperkawinan jberbeda jagama jyang jmelangsungkan 

jperkawinan jdi jluar jnegeri jlebih jbanyak jmendaftarkan jdi jkantor jcatatan jsipil. 

Hal jini jberarti jUndang-undang jNomor j1 jTahun j1974 jmempunyai 

jpersoalan jyang jsangat jmendasar jdan jrentan jterhadap jterjadinya jpenyelundupan 

jhukum jdan jpenafsiran jhukum jyang jdemikian jcenderung jakan jmenghilangkan 

jesensi jperkawinan jsebagai jikatan jlahir jbatin jantara jpria jdan jwanita jberdasarkan 

jKetuhanan jYang jMaha jEsa. 

  



63 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pada bab pembahasan bab maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki 

kekuatan hukum. Sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama.  

Sementara itu dalam hal perkawinan beda agama yang dilakukan di 

luar negeri, UU Perkawinan juga tidak melegalkan. Hal tersebut dikarenakan 

aspek formal dan material sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang 

Perkawinan tidak terpenuhi. Dasar hukumnya ialah Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Pasal ini diperkuat juga dengan Pasal 16 AB yang menyatakan bahwa bagi 

warga negara Indonesia di manapun berada akan tunduk pada hukum 

Indonesia. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar 

negeri dianggap sah menurut negara tempat dilakukannya perkawinan, namun 

tidak sah menurut hukum di Indonesia. 

Tindakan pasangan calon suami istri yang berbeda agama kemudian 

melakukan perkawinan di luar negeri disebut dengan istilah penyelundupan 

hukum. Akibat penyelundupan hukum perkawinan tersebut berakibat bahwa 

sikap tindak hukum tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan asas 

“fraus omnia corrumpit”. 
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Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 juga hanya 

menegaskan surat bukti perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan 

perkawinan. Menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, 

kantor pencatatan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam dan non-

Islam berbeda. Hal ini berarti secara implisit yuridis perkawinan yang 

dicatatkan harus dilakukan atas persyaratan pasangan yang sama agama. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka Peneliti ingin memberikan saran kepada pihak-pihak 

sebagai berikut. 

1. Kepada peneliti selanjutnya, hendaknya mengkaji tentang kedudukan 

hukum agama dalam konstruksi hukum perkawinan beda agama di 

Indonesia. Agar penelitian tersebut dapat mempertegas larangan 

perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

serta dijadikan sebagai naskah akademik guna pembentukan peraturan 

perundang-undangan terkait perkawinan beda agama. 

2. Kepada Pemerintah, agar melakukan tindakan yuridis terhadap 

Undang-Undang Perkawinan dan menyesuaikan dengan aturan-aturan 

agama, khususnya tentang perkawinan beda agama. Agar kedudukan 

hukum perkawinan beda agama menjadi jelas dan dipahami oleh 

masyarakat. 

 

 



65 

 

 

 

DAFTAR tPUSTAKA 

 

Buku : 

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004). 

Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, Editor 

Chuzaimah T Yanggo, & Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam 

Kontemporer (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996). 

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.2009. 

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Depok: 

Rajawali Press, 2003). 

Bakhtiar, Amsal. Filsafat Agama (Wisata Pemikiram Dan Kepercayaan 

Manusia). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017. 

Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Buku 

Kesatu Edisi Keempat. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006. 

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001). 

Hartono Sunaryati, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, cet.IX 

(Bandung:Binacipta, 1976). 

Jamaluddin, and Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Aceh: Unimal 

Press, 2016. 

John Z.Loude, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fatwa (Jakarta:Bina 

Aksara, 1985). 

Nurul Hasanah, Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam  Peraturan Perundang-

Undangan  Di Indonesia, skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,  2010). 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008). 

Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas 

Indonesia UI-Press). 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Perss, 2010). 

Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta:UII Press, 2006). 



66 

 

 

 

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar 

(Yogyakarta:Liberty, 1998). 

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2005). 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006). 

Syahuri, Taufiqurrohman. Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra 

Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2015. 

 

Jurnal : 

Amri, Aulil. ―Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum 

Islam.‖ Media Syariah 22, no. 1 (2020). 

Arifin, Zainal. ―Perkawinan Beda Agama.‖ Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, 

Keilmuan Dan Teknologi 18, no. 1 (2019). 

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. ―Pernikahan Dan Hikmahnya 

Perspektif Hukum Islam.‖ YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan 

Hukum Islam 5, no. 2 (2016). 

Bimasakti, Muhammad Adiguna. ―Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan 

Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata 

Hukum Indonesia.‖ Sharia Journal: Journal of Islamic Law Studies 9, no. 

1 (Mei 2019). 

Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. 

―Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM.‖ 

KHAZANAH 6, no. 1 (June 2013). 

Ermasyanti. ―Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan 

Hukum Islam.‖ Pranata Hukum 6, no. 2 (2013). 

Fatahullah, Israfil, and Sri Hariati. ―Problematika Keabsahan Perkawinan Beda 

Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia.‖ Jurnal 

Kompilasi Hukum 5, no. 1 (June 2020). 

Hanifah, Mardalena. ―Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.‖ Soumatera Law Review 2, no. 

2 (2019). 



67 

 

 

 

Ilham, Muhammad. ―Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan 

Tatanan Hukum Nasional.‖ TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 2, no. 1 

(June 2020). 

Islamiyati. ―Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di 

Indonesia.‖ Masalah-Masalah Hukum 16, no. 2 (2016). 

Jalil, Abdul. ―Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Positif Di Indonesia.‖ Andragogi Jurnal Diklat Teknis VI, no. 2 

(July 2018). 

Kamilah, Anita. ―Keabsahan Perkawinan Beda Agamayang Dilaksanakan Di Luar 

Negeri.‖ TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 1, no. 1 (March 

2018). 

Khiyaroh. ―Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan.‖ Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-

Undangan 7, no. 1 (June 2020). 

Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, and Srimurhayati. ―Perkawinan Beda Agama 

Dalam Perspektif Hukum Islam.‖ Hukum Islam XVIII, no. 2 (Desember 

2018). 

Tirtawati, Gusti Ayu, and Retna Dwi Savitri. ―Aspek Hukum Perkawinan WNI 

Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia.‖ Jurnal 

Hukum Prioris 2, no. 3 (September 2009). 

Wahyuni, Sri. ―Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.‖ Al-Risalah: 

Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 14, no. 2 (Desember 2014). 

———. ―Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia.‖ In 

Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2011). 

 

Skripsi : 

Khomsah, Nurul. ―Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar 

Negeri.‖ Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018. 

Purwanto, Muhamad Aji. ―Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di 

Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Dan Kompilasi Hukum Islam).‖ Skripsi, Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung, 2017. 

 



68 

 

 

 

 

  

LAMPIRAN 



69 

 

 

 

 



70 

 

 

 

OUTLINE SKRIPSI 

LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI 

LUAR  

NEGERI MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 

 

 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

NOTA DINAS 

ABSTRAK 

ORISINALITAS PENELITIAN 

MOTTO 

PERSEMBAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pertanyaan penelitian 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Penelitian Relevan 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Perkawinan Beda Agama 

B. Legalitas Perkawinan di Indonesia 

C. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan 

D. Teori Tentang Penyelundupan Hukum Dalam UU No.1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitan 

1. Jenis Penelitian 

2. Sifat Penelitian 

B. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

2. Sumber Data Sekunder 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 

 

 

 

 

  



73 

 

 

 

 

  



74 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 Syawaluddin Nur A. Fahmi, lahir di Metro pada tanggal 

22 Februari 1997. Anak dari pasangan Bapak Anwar 

Fahmi & (Almh) Ibu Sulastri. Pertama kali peneliti 

mengenyam pendidikan di TK Harapan Batang Hari 

Ogan. Kemudian melanjutkan di jenjang sekolah dasar di 

SD Negeri 4 Metro Pusat. Jenjang pendidikan SMP dan 

SMA ditempuh di SMP Muhammadiyah 1 Metro dan 

SMK Negeri 2 Metro. 

Pada tahun 2017 Peneliti tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan Hukum 

Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. 

Selama menempuh pendidikan Strata-1, Peneliti aktif di organisasi Intra dan 

Ekstra kampus. Beberapa di antaranya ialah Dewan Eksekutif Mahasiswa 

Fakultas Syariah dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Metro. 

 



{ "type": "Document", "isBackSide": false }

